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Assalamualaikum. wr. wb.

engawali Tahun 2018,
Komisi Yudisial berbenah
diriuntuk mempersiapkan

segala kemungkinanyang

akan dihadapi sepanjang tahun
berjalan. Salah satu momentum
yang digunakan untuk rapatkan
barisan yaitu pada Rapat Kerja
yang diselenggarakan padabulan
Februaridan dihadirioleh segenap
Anggota, Sekretaris Jenderaldan
Seluruh Pejabat Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial, di Bogor, Jawa
Barat.

lhwal yang penting dibahas
pada rapat kerja tersebut adalah
pentingnya komitmen dalam

Kowmist Yupisia
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menjalankan tugas dan fungsidari
masing-masing Unit Kerja dalam

mengakomodasi kepentingan publik,

maka lembaga pengawas etik hakim
inimeneguhkan kinerja yang Focus
Akuntable Sinergy dan Transparan
(FAST), sepertinarasitunggal yang
dibawakannya tahuniniyaitu, FAST
Performance.

Penguataninternal menjadi
persoalan penting untuk itu
beberapa program yang menjadi
prioritas di tahuniniseperti,
rekrutmen hakim, seleksi
penghubung, pengembangan
jejaring, kerja samadengan
stakeholder, komunikasi publik
yang terintegrasi, pelatihan SDM
KY, hingga penyempurnaan alur
pelaporan masyarakat serta
pemantauan persidangan dengan
melibatkan lembaga lain, telah
dirancangoleh seluruh Unit Kerja
untuk menyongsong tantangandi
depan.

Dilain hal untuk menghadapi tahun
yang bernuansa politis ini, Komisi
Yudisialjuga sangat memperhatikan
aspek-aspek yang berpotensiakan
mempengaruhiindependensi
hakim, untuk itu hangat untuk
dibahas seputar pelanggaran yang
bisa saja terjadibaik pelanggaran

DARI REDAKSI

administrasi, pelanggaran pidana,
pelanggaranoleh penyelenggara
pemilukada dan Sengketa Pilkada,
karenabagaimanapun Hakim
akan menjadi pintu terakhir yang
akan memutuskan kebenaran

dan keadilan hasil Pilkada yang
disengketakan para pihak.

Meskidemikian, Ketua Komisi
Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari
tetap optimis bahwa tingkat
kepercayaan publik terhadap
pengadilan masih tinggi, dirinya
juga berpesanagar Pengadilan dan
hakim harus bisa menempatkan diri
pada posisinetral di tengah tarik
menarik berbagai kepentingan,
termasuk kepentingan kapital

yang menurutnya trennya semakin
meningkat karena biaya politik yang
semakin mahal.

Timredaksiberharapisuini

dapat menjadiearly warning

system bagi penegak hukum dan
khususnya hakim diIndonesia,
sehingga potensi-potensiyang
cinderung muncul akan dapat di
redam sedemikianrupalagi-lagi
dalam semangat yang sama untuk
mewujudkan peradilan bersih yaitu,
peradilan yang fair danindependent.

Selamat membaca.

www.komisiyudisial.go.id
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elang pelaksanaan
J pemilihan kepala

daerah (pilkada)
serentak yang diikuti
oleh171daerah, diyakini
potensisengketanya
cukup besar, baik antar
calon kepaladaerah
(cakada) maupun
antara Cakada dengan
penyelenggara pemilu,
yakniKomisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi/
kota ataupun Panitia
Pengawas Pemilu
(Panwaslu).

Pasangan cakadayang
merasa dirugikan bisa
memperjuangkan
keadilan pilkada

yang mereka anggap
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tribunnew

tercederaidengan
mengajukan upaya
hukum ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara
(PT TUN) didaerahnya
masing-masing.

Proses hukumlah yang
secara transparan

dan akuntabel akan
menguji kebenaran dari
sengketa yang diajukan
pihak-pihak.

Sayangnya, proses
hukum di PT TUN yang
dianggap sebagaiujung
tombak keadilan, justru
putusan-putusannya
dianggap sebagian

pihak, tidak hanya belum
memberikan keadilan, tapi

justru merusak proses
tahapan pilkada yang
sudah disusun.

Artinya, selainharus ada
pembenahanintegritas
dan profesionalitas sang
pengetok palu,juga perlu
ada pemahaman para
hakim PT TUN yang
menangani sengeta
pilkada agar putusanya
tidak mengacaukan
tahapan pilkada.

Persoalan lain,
penyelesaian sengekata
pilkadadiPT TUN hingga
sampai ke Mahkamah
Agung (MA) memakan
waktu yang cukup lama
dan berbelit.

Celah-celahinilah yang
banyak dimanfaatkan
pihak-pihak berperkara
agar kasusnya
dimenangkan oleh majelis

Sukma Violetta
WakilKetua KY

hakim. Caranya dengan
iming-iming materiyang
menggiurkan.

Mengantisipasi
kekhawatiranitu,
Wakil Ketua Komisi
Yudisial (KY) Sukma
Violetta mengatakan,
adabeberapa

langkah antisipasi

KY untuk mencegah
potensi-potensi
pelanggaran kode etik
hakim saat menangani
sengketa pilkada.
Pertama, melakukan
pantauan persidangan
secaralangsungdi
pengadilan. Kedua,
menerima laporan
masyarakat terkait
pelanggaran kode etik
hakim.

Ketiga, KY jugasudah

menyebar ribuan mata
dantelinga disejumlah

www.komisiyudisial.go.id



"KY sendiri percaya sepenuhnya integritas hakim PT TUN
yang akan memproses sidang sengketa pilkada di sejumlah
daerah. Meski demikian, KY siap memonitor sengketa
pilkada yang penuh godaan tersebut.”

LAPORAN

UTAMA
h

pengadilan didaerah yang
potensipelanggarannya
besar. Termasuk menjalin
kerjasama dengan
institusi terkait seperti
KomisiPemberantasan
Korupsi (KPK), kepolisian,
dan Kejaksaan Agung.

“KY memiliki kantor
Penghubungdisejumlah
daerah, ada sekitar

200 jejaring seperti
universitas, LSM, dan
lain-lain. Oleh KY,

peran mereka akan
dimaksimalkan dalam
hal pengawasan hakim
didaerah, termasuk
mengawasi para hakim
PT TUN yang menangani
sengketa pilkada,” kata
Sukma.

Banyaknya pelanggaran
kode etik yang dilakukan
hakim, khususnya
terkait pelanggaran

® www.komisiyudisial.go.id

sidang pilkada, membuat
lembaga pengawas
hakiminimembuat
beberapa terobosan.
Diantaranya, membuat
jalur khusus menerima
laporan dari masyarakat.
Salah satunyadengan
memberikan akses
langsung kepada tim

khusus pemantau pilkada.

Menurut Sukma,

KY memiliki bidang
khusus di pengawasan
hakim.Dalam sidang
sengketa pilkada, bidang
pengawasan hakim
sudah secara otomatis
mengawasilangsung
jalannya persidangan,
termasuk mencari
informasiadanyadugaan
pelanggaran kode etik
hakim.

“Sampai saatini,apapun
jenis perkarayang

dihadapi, kitamasih
mengalamipersoalan
yang sangat besar, yakni
persoalanintegritas
hakim,” tegasnya.

KY sendiripercaya
sepenuhnyaintegritas
hakim PT TUN yang
akan memproses sidang
sengketa pilkada di
sejumlah daerah. Meski
demikian, KY siap
memonitor sengketa
pilkada yang penuh
godaan tersebut.

“Setidaknya dengan
dimonitor KY,
hakim-hakim PT TUN
tidak tergoda dengan
janji-janjiatau godaan lain
dariuangingin menang
dengan menghalalakan
segalacara,” pungkasnya.

Direktur Constitutional
and Electoral Reform

Center (CORRECT) Refly
Harun mengatakan,
gugatan sengketa pilkada
disejumlah daerah

sulit terhindarkan. Dari
171daerah yang akan
menggelar pilkada
serentak pada 2018,
banyak sekaligugatan
sengketa pilkada yang
dilayangkan ke Panwaslu,
berlanjutke PT TUN dan
bermuara ke MA,

Secarateoritis, konflik
yang memancing banyak
pihak dalam perhelatan
pilkada serentak,
semuanya membutuhkan
biaya yang cukup besar.

Misalnya, setiap kandidat
harus mengeluarkan
biaya cukup besar

untuk membeli perahu
supaya bisadiusung
partai menjadisalah satu
cakada. Belum termasuk
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biayakampanyedan
biaya meminta dukungan
sejumlah kelompok.

Makanya, jika ada salah
satu kandidat dalam
pilakda yang berkonflik
ataudibatalkanoleh

KPU provinsi/kota,
mereka tidak akanrela
dan pastimelakukan
perlawanan. Artinya,
meraka akan terus
berupaya untuk maju ke
proses hokum, meskipun
harus mengeluarkan
tambahan danayanglebih
besar. Sebab jika mereka
berhenti, maka danayang
sudah dikeluarkan akan
hilang sia-sia.

Mereka berupayadengan
berbagaicaraagar bisa
memenangkan gugatan,
meskipun dengan
cara-carayangmelanggar
hukum. Misalnya

dengan menyuap
Panwaslu, hakim,

atau oknum-oknum
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“Meskipun pengesahan RUU JH mengalami
kemunduran dari waktuyang direncanakan, &{
harapan RUU tersebut menjadi undang-undang

. L
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yang ideal dan komprehensif tidak pernah :

memudar”

pengadilan supaya
gugatanyadimenangkan.
“Semuanya ada biayanya.
Tidak ada makan siang
gratis. Semua perlu biaya
jikaingin menang,” kata
Refly.

Dia berpandangan, agar
penegakan hukum,
integritas hakim, dan
profesionalitas pengawas
pilkada semakin baik,
maka yang dibutuhkan
adalah perombakan
besar-besaran. Sebab,
saatinitidak bisa

hanya mengandalkan
pengawasandari MA dan
KY.Namunjuga butuh
perbaikan di semua lini,
termasuk penyelenggara
pemilu seperti KPU,
Bawaslu, dan Panwaslu.

“Mafia akut tidak hanya
dipengadilan, tapi
banyak sektor yang
harus dibenahi, seperti
KPU,Bawaslu, dan
Panwaslu. Tidak ada

jaminan anggota KPU,
Bawaslu, atau Panwaslu
bersih dan terbebas

dari kepentingan pihak
pihak atau kelompoknya.
Banyak titipan
kelompok-kelompok yang
bermain,” kata Refly.

Dalam banyak
kesempatan, Refly
mengaku selalu
mendorong agar
penegakan hukum pemilu
lebih mengandalkanjalan
non-yudisial agar efisien,
efektif, dan berkeadilan.
Satu-satunyayang

tak bisamelaluijalan
non-yudisial hanya tindak
pidana pemilu. Namun,
pengadilan pidana dengan
konsekuensimenghukum
orang harus tetap
menjadijalan terakhir.
“Kalaumasih harus ke
pengadilan, sayakira tidak
efektif,” terangnya.

Diletakkan dalam
konteks fenomena sewa
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perahu, darisisihulu
(pencegahan), aturan
harus membolehkan
semua partai mengajukan
calon sehingga tiket tidak
eksklusif.

Sementara disisihulu
(penegakan hukum), salah
satu cara agar penegakan
hukum efektif dan efisien
adalah menyerahkan
penyelesaian sengketa
danpelanggaran kepada
lembaga diluar peradilan.

Dalam teoritentang
keadilan pemilu, jalur
non-yudisial adalah
salah satudariduajalur
yang bisa dipakai untuk

www.komisiyudisial.go.id
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penyelesaian sengketa konteks pelanggaran

pemilu kepadalembaga yang masif, terstruktur,
non-yudisial. dan sistematis pada
pilkada, Bawaslu provinsi

Dilndonesia, jalur diberikan kewenangan
menyelesaikan sengketa non-yudisial sebenarnya  mendiskualifikasicalon.
pemilu. Jalan satunya sudah dipakai. Bawaslu
yangumumdipakai danjajarannya Sayangnya, kewenangan
adalahjalur yudisial. ~ sekarangsudah ini belum atau tak efektif.
Beberapanegara,seperti  giperikan kewenangan Putusan-putusan
Thailand dan Jerman, menyelesaikan sengketa Panwaslu masih bisa
memberikanjalan pemilu. Bahkan, dalam dibandingdiranah

“Dibawah langit peradilan yang masih kusam
sepertisaatini, penyelesaian oleh lembaga
peradilan sering malah menjauhkan pemilu
dari keadilan. Sering juga lembaga peradilan
tak cukup profesional menanganihal-hal yang
spesifik seperti pemilu”

www.komisiyudisial.go.id
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I ". Gedung MA di Jakarta.
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yudisial (PT TUN dan
MA). Semua putusandi
tingkat pengawas dibawa
lagi ke ranah yudisial
yang makin menunjukkan
kewenangan ini tidak
efektif dan efisien.

lajuga mengusulkan agar
pengawas pemilu saatini
diberikan kewenangan
menyelesaikan sengketa
danpelanggarandalam
tingkat pertama (Bawaslu
Provinsi) dan tingkat
terakhir (Bawaslu).
Dengan begitu, tak perlu
lagi melibatkan lembaga
peradilan (PT TUN dan
MA), kecuali MK untuk
sengketa hasil pemilu.

“Dibawah langit peradilan
yang masih kusam seperti
saatini, penyelesaian oleh
lembaga peradilan sering

MAQE"T“%% Komist YupIsiaL
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Achmad Baidowi
Anggota KomisilIDPR
dari Fraksi PPP

malah menjauhkan pemilu  keadilan, tapijustru dan pelanggaran (kecuali Asalkan Menang,

darikeadilan. Sering merusak proses tahapan pelanggaran pidana DPR: AdaPotensi
jugalembaga peradilan pilkadayang sudah pemilu), sesungguhnya Main Mata Antara
tak cukup profesional disusun,” ungkapnya. ranah pengawasan tak Hakim dan Cakada

menangani hal-hal yang
spesifik seperti pemilu.
Banyakjuga putusan
pengadilan yang tidak
hanya belum memberikan

perlu lagidikerjakan
Bawaslu, cukup
diserahkan kepada
peserta pemilu, pemantau
pemilu, dan masyarakat
agar tercipta pemilu
partisipatif.

Dengan menjadikan
Bawaslu Provinsidan
Bawaslu menjadilembaga
penyelesaian sengketa

Anggota Komisill

DPR dariFraksiPartai
Persatuan Pembangunan
(PPP) Achmad Baidowi
menilai, banyaknya
sengketa pilkadayang
diajukanke PT TUN

O httpwww.suarainvestor.co

UU memberikan
ruang kepada
pengadilan, yakni PT
N.untuk memberikan
kepada calon
kepaladaerah yang
merasa dirugikan

Danapengawasan pemilu
yang besar seperti
sekarang, dengan hasil
yang tidak jelas selain
membiayai aparat
pengawas dari Sabang
sampai Merauke, lebih
baik diarahkan pada
penguatan masyarakat
untuk terlibat dalam
pengawasan. Yang
terpenting, sistem
penyelesaian pelanggaran
dan sengketa dibuat
nyaman bagi siapa saja
untuk mencarikeadilan.

menunjukan masih ada
persoalan mendasar
antara peserta pilkada dan
penyelenggara pilkada.

Makanya, kata dia, UU
memberikanruang
kepada pengadilan,
yakniPT TUN untuk
memberikan keadilan
kepada calon kepala
daerah yangmerasa
dirugikan.

Persoalan ternyata
banyak dugaan hakim
PT TUN yang main

JANUARI

EDISI N .
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“Ini menjaditantanganbagi MA dan KY

untuk menertibkan para hakim dengan

mengedepankan integritas dan profesionalitas.

Jangan sampaiada lagi kasus hakim terkena

OTT, apalagi ini menyangkut sengketa pilkada

yang akan berlangsung serentak 2018"

mata dalam menangani
sengketa gugatan pilkada,
politisiasal Maduraini
menyerahkan kepada
Badan Pengawas
Mahkamah Agung (MA)
dan Komisi Yudisial (KY)
untuk mengawasidan
menertibkan hakim yang
dianggap bermasalah
darisisiintegritas dan
profesionalitasnya.

“Inimenjadi tantangan
bagi MA dan KY untuk
menertibkan para hakim
dengan mengedepankan
integritas dan
profesionalitas. Jangan
sampaiada lagikasus
hakim terkena OTT,
apalagiinimenyangkut
sengketa pilkada yang
akan berlangsung
serentak 2018. Maka,
pengawasan dan
pembinaan perlu
ditingkatkan,” kata
Baidowi saat dihubungi.

Menurut Baidowi, alasan

dirinyameminta KY
melakukan pengawasan

www.komisiyudisial.go.id

terhadap hakim PT
TUN, salah satunya
untuk mencegah adanya
ketidakcermatan
Bawaslu/Panwaslu

dan hakimPT TUN
dalam mengambil

sikap terkait sengketa
Pemilu. “KY penting
untuk turut mengawasi

sidang sengketa pemilu,
agarintegritas dan
kredibilitasnya terjaga,”
kata politisi kelahiran
Banyuwangi tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal
(Wasekjen) PPPinijuga
meminta semua pihak
agar membiarkan proses

LAPORAN

UTAMA

persidangan sengketa
pilkada secara transparan.

“Agar publik bebas
melihat prosesnya

dan menilaibahwa
profesionalisme dan
integritas sudah
dilaksanakan oleh para
penyelenggara pemilu,”
tuturnya.

Artinya, meskipun diakui
bahwa komposisipersonel
KPU dan Panwaslu
tidaklah menjadi

faktor utamakarena
pengambilan keputusan
secara kolektif kolegial.

Namun, ketidakpuasan
pihak-pihak sangat
dimungkinkan terjadi
karena penyelenggara
pemilu tidak mungkin
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"Adamemang anggota KPU dan
Bawaslu yang bermasalah karena
tidak netral, dan memanglebih
rentan kasusnya terjadi saat pilkada.
Taplinstrumen hukum yang ada
saatini memiliki mekanisme untuk

mengoreksinya”

O BreakingNews.co.id

mengakomodir semua
kepentingan calon peserta
pilkada.

“KPUdan Panwaslu
sudah melaluiproses
seleksiyang cukup ketat
sehingga dihasilkan SDM
yang kompeten. Kalaupun
adabanyak gugatan atau
sengketa pilkada, itu
wajar ada ketidakpuasan
daripihak-pihak. Para
calonyangkeberatan
dengan putusan KPU, UU
memberikan ruang untuk
mengajukan gugatan ke
pengadilan,” terangnya.

Senadajugadiungkapkan
Direktur Eksekutif
Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) Titi Anggraini.
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Pasangan calon kepala
daerah yang mengajukan
upaya hukumPT TUN
adalah hal biasa dalam
demokrasi.

Hak mereka dijamin UU
untuk memperjuangkan
keadilan yang mereka
anggap tercederaioleh
penyelenggara pemilu.

“Proses hukumlah yang
secara transparandan
akuntabel menguiji
gugatan mereka. Saya
merasa lebih baik mereka
menempuh upaya hukum
ketimbang melakukan
cara-carakekerasan
yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip
demokrasi,” kata Titi saat
dihubungi penulis.

Terkait kekhawatiran
sejumlah pihak
denganindependensi
penyelengara pemilu,
seperti KPU,Bawaslu,
Panwaslu, dan hakim
yang menangani sengketa
pilkada, Titimeminta
partisipasi masyarakat
dan aktor politik,
termasuk MA danKY
untuk bersama-sama
mengawasi kinerja KPU,
Panwaslu, termasuk
lembaga peradilan yang
menangani sengketa
agar tetap baik dan tidak
menyimpang.

Kekhawatiraninijuga
harus dibuktikan dalam
proses persidangan
danjuga pemeriksaan
diDewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu
(DKPP).

“Ada memanganggota
KPU dan Bawaslu yang
bermasalah karena tidak
netral,dan memang
lebihrentan kasusnya
terjadi saat pilkada. Tapi
instrumen hukum yang
ada saat inimemiliki
mekanisme untuk
mengoreksinya,” kata dia.

Sementaraitu, Ketua
Konstitusi dan Demokrasi
(Kode) Inisiatif, Veri
Junaidi mengatakan,
banyaknya gugatan
sengketa pilkada diPT
TUN harus menjadi
perhatian semua pihak.
Harus ada pengawasan
ekstraketat, baik kepada

www.komisiyudisial.go.id



penyelenggara pilkada,
Panwaslu, pengadilan,
dan pihak-pihak yang
mengajukan gugatan.

“Pengawasanini penting
untuk mengantisipasi
masuk angin
penyelenggara pemilu,
termasuk pengawas dan
hakim pengadilan saat
memutuskan sengketa
pilkada. Jangan sampai,
ada oknum-oknum yang
memanfaatkan pesta
demokrasiiniuntuk
kepentingan pribadidan
kelompoknya,” kata Veri.

Kendatidemikian,
diamenganggap

bahwa proses gugatan
administrasiitu baik untuk
menguji setiap keputusan

Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)

penyelenggara Pemilu.

Hanya saja, kata Veri,

memang muncul harapan
agar proses penyelesaian

sengketa benar-benar
menjadi solusiuntuk

meluruskan administrasi

penyelenggarajikaada
yang tidak tepat.

“Akan tetapi memang
proses hukum sepertiini
rentan karena putusan
pengadilannya akan
menentukan seseorang
ikut pilkada atau tidak,”
ujarnya.

Sengketapilkadadi
sejumlahdaerah

1. Pasangan calon
gubernur Sumatera

Utara JR Saragih-Ance
Selian menggugat
putusan KPU yang
membatalkannya
menjadi kandidat
cagub diPilgub Sumut
ke Pengadilan Tata
UsahaNegara (PTUN).
Gugatandilayangkan
padaRabu (7/3)

untuk mengantisipasi
tindak lanjut putusan
Bawaslujika tidak
membuahkan hasil.

Pasangan calon kepala
daerah Garut Agus
Supriadi— TehImas
(Pasti) menggugat
KPUDke PT TUN.

Pasangan Calon
perseorangan bupati
danwakil bupati
Bone RisalulUmar

LAPORAN

UTAMA

— AMappamadeng
Dewang mengguat
KPUD Boneke PT TUN
Makassar

Pasangan calon
perseorangan bupati
dan wakil bupati
Pamekasan, Jawa
Timur, Marzuki —
Hariyanto Waluyo
menggugat KPUD
Pamekasanke PT
TUN.

Bakal calon Bupati
dan Wakil Bupati
Purwakarta
Rustandie-Dikdik
menggugat KPU
PurwakartakePT
TUN.[®

Pengawasan
ini penting untuk
mengantisipasi masuk
angin penyelenggara
pemilu, termasuk pengawas

dan hakim pengadilan saat
memutuskan sengketa
pilkada
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Menggagas Otomasi
Sistem Verifikasi

Elsa Faiz

Nation fall when judges are unjust”. Ungkapan

Sydney Smith tersebut menarasikan betapa

sentralnya peran dan posisi hakim bagi

eksistensi sebuah bangsa. Dalam istilah yang

lain, W.S. Rendra dalam sajaknya memberikan

metafor yang menarik, "hukum tanpa

ditegakkan peradilan bersih adalah hukum yang

ejalandengan
pentingnya peran
hakim sebagai

benteng terakhir para
pencarikeadilan, maka
pengawasan terhadapnya
menjadiniscaya.

Pengawasan

hakim, utamanya
pengawasan eksternal,
diperlukan sebagai
bentuk akuntabilitas
untuk mengimbangi
independensiyang
disandangnya. Tanpaitu,
proses peradilan akan
terjerembab pada tirani
yudisial.
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Fungsi pengawasan
eksternal semakin urgen
mengingat pengadilan
ditengarai masih belum
imun dari praktik mafia
peradilan. Hal itu bisa
dilihat sepanjang
Januari-Agustus 2017,
terdapat 40 aparat
pengadilan yang dikenai
sanksietik, baik karena
terkena operasitangkap
tangan (OTT) Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) maupun Tim Saber
Punglil. Kondisi tersebut
semakin dilegitimasioleh

1 https://news.detik.
com/berita/3685455/40-aparat-

ditulis diatas air

surveiyang dilakukan
oleh SMRC (Syaiful Mujani
Research and Consulting)
pada Mei 2017 terkait
tingkat kepercayaan
publik terhadap lembaga
Negara, dimana lembaga
peradilan tidak termasuk
5 (lima) lembaga yang
paling dipercaya oleh
publik diantara 9 lembaga
yang dilakukan survei2.

Selainitu, berdasarkan
riset Transparancy
International yang dirilis
dalam Global Corruption

2 https://databoks.katadata.
co.id/datapublish/2017/06/09,

pengadilan-disanksi-etik-kena-ott-

smrc-tni-presiden-dan-kpk-lembaga-

Barometer Tahun

2017, untuk wilayah

Asia Pacific, lembaga
peradilandilndonesia
masih memiliki potensi
korupsisebesar 33%
daritotal penanganan
kasus yangdilakukan
oleh pengadilan. Halini
menjadiironis, mengingat
pengadilan adalah
benteng terakhir para
pencarikeadilan yang
mestinyaimun terhadap
semua potensiyang
mengarah pada praktik
kumuh mafia peradilan3.

3 https://www.transparency.
org/news/feature/corruption_in
asia_pacific what 20000 _people.

kpk-hingga-tim-saber, diakses pada
tanggal 1 November 2017.

palingg-dipercaya-publik, diakses
padatanggal 1November 2017.

told_us, download full report, diakses
pada tanggal 1November 2017.

www.komisiyudisial.go.id



Pengawasan Perilaku
Hakim

Komisi Yudisial (KY),
sebagailembaga Negara
yang berfungsisebagai
pengawas eksternal
diberikan dua wewenang
konstitusional melalui
Pasal 24BUUD 1945,
yaitu mengusulkan
pengangkatan hakim
agung dan mempunyai
wewenang lain dalam
rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Frasa
“menjaga” dalam pasal
tersebut mengandung
artiwewenang

seluruh Indonesia. Dalam
menjalankan tugas
pengawasan tersebut,

KY menerima laporan
masyarakat tentang
dugaan pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).

Laporandugaan
pelanggaran KEPPH
disampaikan dalam
bahasaIndonesia
secara tertulis atau
dengan format digital
yang disimpan secara
elektronik dalam media
penyimpanan berupa
cakram padat (compact
disc) atau serupa dengan
itu. Laporan dapat

Hakim. Prinsip-prinsip
dasar KEPPH
diimplementasikan
dalam 10 aturan perilaku,
yaitu (1) berperilaku

adil, (2) berperilaku
jujur, (3) berperilaku

arif dan bijaksana, (4)
bersikap mandiri, (5)
berintegritas tinggi, (6)
bertanggungjawab, (7)
menjunjung tinggi harga
diri, (8) berdisiplin tinggi,
(9) berperilaku rendah
hati, dan (10) bersikap
profesional.

Dalam menangani

laporan pengaduan
masyarakat terkait dugaan
pelanggaran KEPPH, maka

Laporan yang masuk akan diterima oleh subbagian

Administrasi Pelaporan Masyarakat. Kemudian

laporan yang masuk akan diverifikasi kelengkapan

persyaratan untuk dapat diregister oleh sub bagian

Verifikasi.

preventif, sementara
frasa “menegakkan”
mengandung makna
represif.

Konstitusi
mengamanatkan KY
melakukan pengawasan
eksternal para hakim
dariempat lingkungan
peradilan dibawah
Mahkamah Agung

(MA) yang wilayah
tugasnya tersebar di

www.komisiyudisial.go.id

disampaikan langsung
ke kantor KY atau melalui
surat yang ditujukan
kepada Ketua Komisi
Yudisial. Selanjutnya,

KEPPH diatur dalam

Surat Keputusan Bersama
(SKB) Ketua MA dan

Ketua KY Nomor 047/
KMA/SKB/IV/2009 dan
Nomor 2/SKB/P.KY/
IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku

ditetapkan Peraturan
Komisi Yudisial Nomor
2 Tahun 2015 tentang
Penanganan Laporan
Masyarakat. Proses
penanganan tersebut
terdiriatas penanganan
pendahuluan dan
penanganan lanjutan.
Proses penanganan
pendahuluan meliputi:
penerimaan laporan
dan verifikasilaporan.
Sementara proses

MARET 2018

PERSPEKTIF

penanganan lanjutan
meliputi:anotasi,
pemeriksaan pihak terkait,
sidang panel, sidang
pleno, dan sidang Majelis
Kehormatan Hakim (MKH).

Laporan yang masuk
akanditerimaoleh
subbagian Administrasi
Pelaporan Masyarakat.
Kemudian laporanyang
masuk akan diverifikasi
kelengkapan persyaratan
untuk dapat diregister
oleh sub bagian Verifikasi
dan Anotasi. Verifikasi
adalah serangkaian
kegiatan untuk memeriksa
kelengkapan persyaratan
administrasidan
substansilaporan. Adapun
tujuannya adalah:

a. menelitikesesuaian
antarasurat laporan
dengan bukti
pendukung;

b. mengetahuidugaan
awal pelanggaran
Kode Etik dan
Pedoman Perilaku
Hakim;

c. mengetahui
kebenaran pelapor dan
laporan;

d. mempermudah
pendalaman laporan
masyarakat.

Terkait proses ini, maka
subbagian Verifikasi
dan Anotasibertugas
melakukan penyiapan
bahan penyusunan

EDISI
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rencanakegiatan,
verifikasi, klarifikasi,
anotasi, serta penyiapan
bahan evaluasidan
laporan pelaksanaan
verifikasidan anotasi
laporan masyarakat dan/
atauinformasitentang
dugaan pelanggaran
KEPPH.

Ada dua jenis verifikasi,
yaitu verifikasi dokumen
dan verifikasilangsung/
lapangan. Dalam
melakukan verifikasi
dokumen, maka petugas
memeriksa berkas
laporan sesuai tujuan
verifikasi. Sedangkan
verifikasilangsung adalah
kegiatan untuk bertemu
dengan pelapor, saksi,
ataunarasumber untuk
menelusurikebenaran
laporan, meminta
klarifikasikepada
pelapor, saksi, atau
narasumber dan mencari
bukti pendukung terkait
dengan adanyadugaan
pelanggaran KEPPH.

Hasil analisis dan/atau
pemeriksaan pelapor

dan saksidituangkan
dalam bentuk Laporan
Penanganan Pendahuluan
(LPP) yang akan dibawa ke
Sidang Panel.

Sementara untuk
memutus laporan
masyarakat terbukti
melanggar KEPPH atau
tidak, maka dilakukan
melalui Sidang Pleno.
Apabila didalam Sidang

EDISI
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Pleno hakim terlapor
terbukti melakukan
pelanggaran KEPPH,
Komisi Yudisial
mengusulkan penjatuhan
sanksiterhadap hakim
yang diduga melakukan
pelanggaran kepada MA.
Sementara terhadap
usulan pemberhentian
tetap dengan hak pensiun
dan pemberhentian tetap
tidak dengan hormat,
maka akan ditindakanjuti
secarakhusus dengan
pembentukan Majelis
Kehormatan Hakim (MKH).

Otomasi Sistem
Verifikasi

Dalam skema penanganan
laporan pengaduan
masyarakat terkait dugaan
KEPPH, Subbagian
verifikasidan anotasi
memiliki fungsi sentral
sebagai ‘play maker’

yang merekomendasikan
berkas pengaduan akan
diteruskan kemana, sesuai
dengan pokok laporan.

Apabilalaporan masuk
ranah kewenangan KY
dandinyatakan lengkap
syarat formil materilnya,
maka akan diteruskan ke
Tim Penanganan Lanjutan
(TPL) untuk diproses
lebih lanjut. Apabila
belum lengkap, maka akan
dimintakan kelengkapan
data. Namun, apabila
laporan bukan merupakan
kewenangan KY, maka
akan diteruskan ke instansi
terkait.

Sebagai ‘play maker’
dalam skema penanganan
laporan masyarakat,

tim verifikasi dituntut
bekerja cermat dan cepat,
mengingat berkas laporan
pengaduan masyarakat
yang masuk ke KY setiap
tahun cukup tinggi.
Sekadar catatan, KY
menerima 1.473 laporan
masyarakat di tahun 2017.
Meskipun jumlah sumber
dayamanusia pada

tim verifikasi terbatas

lebih terukur dan dapat
dilakukan monitoring
secaraonline.

Masyarakat jugaakan
mendapatkan akses terkait
laporan pengaduan yang
disampaikan, baik melalui
akseslangsung ke sistem
otomasi tersebut maupun
melalui sms dan/ email
gateway. Tentu saja upaya
untuk mewujudkan sistem
otomasi e-verifikasiini
membutuhkan waktu

Sebagai ‘play maker' dalam skema
penanganan laporan masyarakat,
tim verifikasi dituntut bekerja cermat
dan cepat, mengingat berkas laporan

pengaduan masyarakat yang masuk
ke KY setiap tahun cukup tinggi.

dibanding denganjumlah
berkas yang masuk, halitu
tidak bisa dijadikanalasan
untuk memperlambat
penangan pengaduan.

Dalam memberikan
support terhadap

kerja verifikasilaporan
pengaduan masyarakat,
saatiniKY sedang
mengembangkan sistem
otomasi verifikasi
laporan pengaduan
masyarakat (e-verifikasi).
Melalui sistem tersebut,
penanganan laporan
masyarakat pada tahap
verifikasiakan dilakukan
serba otomasisehingga

dan komitmen stake
holders, utamanya tim
verifikasiyang akan
menjadiuser utamadalam
implementasinya.

Penyusunan sistem
tersebut tidak lain
sebagaibagian dari
upayaKY melaluitim
verifikasiuntuk terus
melakukan perbaikan dan
penyempurnaan dalam
penanganan laporan
pengaduan masyarakat.
Muara besarnya tidak lain
adalah untuk mendorong
peradilan bersih di
republik, yang sampai hari
inimasih terhutang.[®
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A

Ketika Komisi Yudisial
Absen Dalam Rekrutmen

Hakim

Sumali:

FenomenaMafia
Peradilan

gaknyaharapan
masyarakat
Indonesia untuk

segeramelihatdan
memperoleh sumber
daya profesihakim yang
potensial, berkualitas
serta berintegritas melalui
proses rekrutmen yang
transparan, fair dan
akuntabel harus ditunda
danbersabar lebih lama.
Harapan yang begitu
besar yang diletakkanke
pundak Komisi Yudisial
(KY) untuk terlibat secara
intens dalam perekrutan
calon hakim pada
tingkat pertama menjadi
sirna pascakeluarnya
putusan Mahkamah
Konstitusi No.43/
PUU-XIII/2015MK yang
dalam pertimbangannya
menyatakan bahwa

KY tidak lagi memiliki
kewenangan melakukan
seleksihakim. Tafsir

MK terhadap frasa
“wewenang lain” dalam
Pasal 24B (1) UUD 1945

tidak dapat dimaknai

1 Dosen FHUMM; Hakim Ad Hoc
Tipikor PN Denpasar

® www.komisiyudisial.go.id

sebagai suatu pemberian
kewenangan ‘lain kepada
KY dalam halini seleksi
hakim. Oleh karenanya
MK berpendapat bahwa
pengangkatan hakim
tingkat pertama adalah
kewenangan Mahkamah
Agung (MA).

Buramnya wajah
peradilan saatini, akibat
maraknya praktek

mafia peradilan (judicial
corruption) yang ditandai
berulangkalinya kejadian
operasitangkap tangan
yang dilakukanoleh
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terhadap
hakim, advokat, panitera/
sekretaris (pansek), jaksa,
bahkanbirokrat selevel
sekretaris MA pun tidak
luput darikubangan
praktik korup.

Begitu pulahalnya
denganungkapan
sinisme masyarakat
terhadap buruknyakinerja
pengadilan diujarkan
dengan memplesetkan
akronim hukum, semisal
UUD (ujung-ujungnya

duit), KUHP (kasih uang
habis perkara, kurang
uang hukuman penjara);
hakim (harap hubungi
akukalauingin menang);
panitera (penitipan
insentif sementara), jaksa
(jangan abaikan kami
jikatidak ingin tersiksa);
polisi (perkaraorang lain
sumber insentif), advokad
(advokasiall out kalau
adaduit) dan seterusnya,
seolah menegaskan
bangsainitengah
dirundung masalah serius
dibidang penegakan
hukum.Negarainitengah
berada dalam situasi
darurat korupsi

Sebagaimanalaporan
Rule of Law Index 2015
yangdilansir World Justice
Project, Washington DC?
bahwa penegakan hukum
dilndonesiaberadadi
peringkat rendah, yaitu
menempati posisi 52
dari102 negaradunia.
Indonesiajuga termasuk
beradadiantara peringkat
terbawah diantara15

2 Dosen FHUMM; Hakim Ad Hoc
Tipikor PN Denpasar

Negara Asia Pasifik,
yaknipada peringkat
ke-10.Bahwarendahnya
skor Indonesia dalam
pemeringkatan indeks
penegakan tersebut dipicu
terutama karena peradilan
masih dihinggapi
merajalelanya praktik
korupsi. Hal demikianini
terkait banyak dengan
rendahnyaintegritas
integritas dan etika di
lingkungan peradilan.

Dalam konteks ini
Indonesia berada diurutan
ke-74 dari102 negara.
sedangkan berkenaan
dengan akses memperoleh
keadilan (acces tojustice)
melaluilembaga peradilan,
Indonesia menduduki
urutan ke-84dari102
negara.

Sementaraitu pada
saatyang sama, indeks
itujuga mencatat
rendahnyakepercayaan
publik terhadap

lembaga peradilan, yang
mengakibatkan warga
enggan menggunakan
layanan pengadilan karena

EDISI
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harus berhadapan praktik
rasuah, ketikaberurusan
dilingkungan perdilan.

Fenomena mafia peradilan
diatas, disimpulkan Prof.
Gary Goodpasters, yang
termuat dalam suntingan
Tim Lindsa (ed)., Law
Reformin Developingand
Transitional States (2007)
dengantegas dinyatakan

" Today, the Indonesian
legal system cannot be
trusted- indeed, cannot
be usedtorender honest
decision — but may be
trusted to protect corrupt
activities. By all accounts,
the Indonesian legal
system.. is wretched"®

Banyak sudah gagasan
yang ditawarkan untuk
mencarijalankeluar dari
keterpurukan penegakan
hukumyangberlangsung
di ruang pengadilan.
Salah satunyaadalah
pembenahan pada level
hulu, yaknimenjaring
sumber daya hakim

pada tingkat pertama
melalui sistim perekrutan
calon-calon hakim terbaik
dengan mengedepankan
prinsip clean and

good governance
,yaknirekrutmen
dilakukansecara fair,
transparan, serta
akuntabel. Hal mana
perekrutan tersebut tidak
melulu kewenangan
eksklusif MA, namun
dilakukan bersamaKY
sebagaimitra sekaligus

3 Dosen FHUMM; Hakim Ad Hoc
Tipikor PN Denpasar

m Konmisi YupisiAL
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berperan sebagaivariable
controldan aktualisasi
mekanisme checksand
balances dalam perekrutan
tersebut.

Bahwarekamjejak
keberhasilanKY dalam
proses rekrutmen calon
hakimagung yang
memiliki kapabilitas /
kecakapanintelektualitas
dan integritas moral yang
tinggi menjadi salah satu
legal reasoning dan suatu
keniscayaan mengapa
kehadiran KY wajib
hukumnya untuk terlibat
secara aktif dalam proses
rekrutmen tersebut.

Pengalaman pribadi
penulis yang pernah
mengikuti proses seleksi
calon hakimadhoc

tipikor tingkat pertama
yangdiselenggarakan
olehMA ditahun 2011,
dibandingkan proses
seleksi calon hakimad hoc
tipikor tingkat kasasiyang
saatinitengah dihelat oleh
Kyditahun 2016 yang lalu.

Nampak jelas
perbedaannya baik dari
aspek teknis administrasi
maupun darioutput yang
dihasilkandariproses
seleksitersebut. Bukannya
mengada-adakalau
menjumpai satu dua hakim
ad hoc tipikor yang gagap
dalam bersidangdan
membuat putusan, usut
punyausut ternyatayang
bersangkutan masih ada
hubungan kekerabatan

dengan pejabat di MA,
atau setidaknyapunya
relasiyangrelatif baik,
karena sebelumnya
yang bersangkutan
pernah menjabat sebagai
panitera/ pansek.
Bagaimana pulahalnya
dengan model perekrutan
calonhakimkarir yang
dilakukan oleh MA pada
tahun 2017 yangbaru
lalu tanpa melibatkanKY,
harus ditunggu bersama
perihal kualitas dan
integritasnya tersebut.

Sementaraitu dalam
proses rekrutmen calon
hakimagung Tahun 2016
yangdihelat oleh KY,
faktanya seorang peserta
yang mantan komisioner
KY periode 2011-2015
harus gagal pada seleksi
tahap ujikualitas. Yang
demikianinitentunya
cukup merepresentasikan
bahwaKY benar-benar
obyektif dan kedap dari
praktek nepotisme.

Mata rantailingkaran setan
(evil circle) mafia peradilan
yang sedianya hendak
diputus melalui pemberian
kewenangankepada KY
dalam prosesrekrutmen
calon hakim pada tingkat
pertama tersebut, secara
faktual tidak akan pernah
direalisasikanoleh karena
telah keburu diamputasi
oleh MK yang putusannya
bersifat terakhir dan
mengikat (finaland
binding). AbsennyaKY
didalamrekrutmen

calon hakim pengadilan
tingkat pertama pada
satu sisimenegaskan
betapa petinggi hukum
dinegarainibersikap
ahistoris terhadap makna
dan tujuan dibentuknya
KY sebagaibagian detail
agenda reformasibidang
hukum.

Implikasi Putusan MK yang
menihilkan kewenangan
KY dalam rekrutmen
hakim, secaralangsung
atautidak lansung

telah mengorbankan
masa depan peradaban
hukum negeriini,
dengan membiarkan
tumbuh kembangnya
praktek korup dalam
sistimrekrutmen

hakim. Pasalnya
dengandiberikannya
kewenangan kepada MA
sebagaisatu-satunya
lembaga yang memiliki
hak eksklusif (monopoli
kewenangan) dalam
rekrutmen calon hakim
tingkat pertama,

sangat mungkin prinsip
transparansi, akuntabilitas
dan fairness potensial
untuk diabaikan.

Sebagaimana teorikorupsi
yangdicetuskanoleh
Robert E.Klitgard: korupsi
itu merupakan fenomena
yangdipengaruhitingkat
diskresi (keluasan
kewenangan/kebijakan),
Monopoli kekuasaan; tidak
adanya akuntabilitas;
dannilai atau budaya
masyarakat yang

www.komisiyudisial.go.id



toleran terhadap suap,
gratifikasi.*Monopolidan
diskresiyangdimilikiMA
tersebutjuga berpotensi
menghambat akses dan
kesempatan paralulusan
terbaik fakultas hukum di
negeriini untuk bersaing
secara fair dan obyektif
dalam perekrutan hakim.

Pengalaman beberapa
tahun lalu menunjukkan,
bahwadiantara
persyaratan yangharus
dipenuhioleh calon
peserta boleh dibilang
tidak relevan dan tidak
bersambungdengan
okupasi hakim, misalnya:
syarat tinggi badandan
berat badan harus sekian
kilogram..

Diseputar Putusan MK

Banyak kalangan
terhenyak heranserta
sulit menerima secara
akalcommon sense
perihal putusan MK yang
menganulir kewenangan
KY dalam proses
rekrutmen hakim tingkat
pertama tersebut.

Banyak pertanyaan
mengemuka atas
pertimbangan MK yang
dijadikan sebagaidasar
hukum putusan aquo,
antaralain mulaidari
persoalan legal standing
pemohon (IKAHI)

yang dianggap tidak
relevan;sSelainitujuga

4 Dosen FHUMM; Hakim Ad Hoc
Tipikor PN Denpasar
5 Dosen FHUMM; Hakim Ad Hoc
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Banyak kalangan terhenyak heran serta sulit

menerima secara akal common sense perihal

putusan MK yang menganulir kewenangan KY

dalam proses rekrutmen hakim tingkat pertama

dipertanyakan motif
dibalik permohonan
judicial review tersebut,
apakahdidasarialasan
obyektif bagikebaikandan
kemajuan calon hakim,
ataukah ada motif lain
yang bersifat subyektif
suka atau tidak suka (like
and dislike); demikian
pulahalnya dengan tafsir
MK atas keterlibatan

KY dalam rekrutmen
calon hakim merupakan
bentuk intervensidariluar
terhadap independensi
MA, namun pada
rekrutmen calon hakim
agung yangdilakukan
KY bukan dikatagorikan
intervensi;

Selainitubanyak fakta
hukum yang terungkap
dipersidangan diabaikan
oleh MK, semisal

telah adanya bukti
kesepakatan bersama
yang dikemas dalam
bentuk peraturan bersama
antaraMA dengan

KY untuk menggelar
rekrutmen calon hakim
yang mana hal tersebut

Tipikor PN Denpasar

mengindikasikan bahwa
kedua lembaga tersebut
(MA danKY) bersetuju
untuk bersama-sama
menyelenggarakan
rekrutmen, jadiesensi
pengujian UU yang
diajukan oleh IKAHI
tersebut bukanlah
obyek judicial review /
constitutional review
karenabukan menyoal
pertentangannorma,
melainkan persoalan
buruknya manajemen
komunikasiyang berujung
pecahkongsi.

Begitupulahalnya
dengantigapasal yang
dimohonkan pengujian
dalam UUNo. 49 Tahun
2009 tentang Peradilan
Umum, UU No.50 Tahun
2009 tentang Peradilan
Agama, danUUNo. 51
Tahun 2009 tentang PTUN
terkait Sistim Perekrutan
Hakim dilakukan MA dan
KY sudah cukupjelas.
Bahkan padahalaman
47-57 blueprint MA
2010-2035 menyebutkan
MA telah menyiapkan
timbersama KY untuk

MARET 2018

tersebut

SPH sesuaiamanat tiga
paket sistim perekrutan
hakim tersebut. Lebihjauh,
keringnya pertimbangan
hukum MK yang terjebak
padapendekatan
kepastian hukum (
logical law system)
semata, tanpadibarengi
dengan pendekatan azas
kemanfaatan yang bersifat
sosiologis dan teleologis,
sehingga kualitas putusan
MK aquo dianggap kurang
dalam pertimbangan
hukum (onvoldoende
gemotiveerd),
sesungguhnya tidak cukup
kuatuntuk mengabulkan
permohon dengan
memangkas kewenangan
KY dalam perekrutan calon
hakim.

Sementaraitubagi
kalangan yangmenerima
apapun putusan MK
sesuai karakter hukum
yang dilekatkan pada
produk MK, yaitu final dan
mengikat. Logika hukum
yang dibangun sebagai
bentuk penerimaan
danpenghormatan
putusan MK tersebut

EDISI
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antaralain berdasarkan
prinsipresjudicata

pro veritate habeteur
(putusan pengadilan
harus dianggap benar
senyampang belum
dibatalkan oleh putusan
yang lebih tinggi) —
dalam konteks putusan
MK selaku negative
legislators, maka masih
terbuka kemungkinan
untuk direvisinya UU yang
dianulir MK tersebut oleh
DPR.

Adajugayang menilai
putusan MK'yang
demikian itu sudah dapat
diprediksi sebelumnya,
mengingat konfigurasidan
komposisihakim MKyang
tigadiantaranya berasal
dariusulan MA, maka
bukannya hal mustahil
jika terjadi conflict of
interest dalam perkaraini,
yakniMA sebagaiinduk
organisasi sebagian hakim
MK tersebut tentunya
lebih diprioritaskan, oleh
karenanya sejak dari
awal adakemungkinan
para hakim yang berasal
dari MAtersebut sudah
mempunyai preferensi
dalam pengambilan
putusan, hal demikian
inimerupakan bentuk
aktualisasidari semangat
kelembagaan (esprits
d'corps).

Bahwa selanjutnya
berkenaan dengan
putusan MK yang tidak
bulat tersebut, karena satu
orang hakim menyatakan
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dissenting opinion,
setidaknya telah memberi
pelajaran kepada warga
bahwa kebenarandidunia
peradilan tidaklah tunggal,
ukurankebenaran tidak
selalu ditentukanoleh
kesesuaian fakta dengan
logika (teorikebenaran
korenspondensi, dan teori
koherensi), melainkan
puladitentukanoleh
kesepakatan mayoritas
(majority agreement).

Maka semua
pertimbangan hakim

baik yang setuju

maupun yangdissenting
masing-masing memiliki
kemungkinan untuk benar,
kelak sejarahlahyang
akan menyaksikandan
membuktikan hal tersebut.

Mempersiapkan
SarjanaHukum
Terbaik

Palu MK sudah diketuk,
apaun hasilnya harus
kitahormatidan segera
bergegas mencarisolusi
secara sungguh-sungguh
danjernih untuk
memperoleh input berupa
raw material SDM sarjana
hukumyanghandal yang
berniat menjadihakim.

Dilucutinya kewenangan
KY dalam proses
rekrutmen calon hakim
bukan berarti upaya
memperoleh dan
memperbaiki sumber daya
hokumdarihulu sudah
tertutup. Haruslah disadari

bahwaKY bukanlah
satu-satunyainstitusi
yang secaraimperative
bertanggungjawab
terhadap nasib dan masa
depan profesihakimdi
negeriini,disamping KY
terdapatinstitusi hukum
lain yang secara kewajiban
moral harus berbagitugas
dantanggungjawab
untuk menghasilkan

dan menjaga martabat
hakim, dalam halini
institusi pendidikan
tinggi hokum dan institusi
keluarga/masyarakat
dapat dikatagorikan
penyandang tanggung
jawab tersebut. Putusan
MK tersebut secara
blessingindisguesse
justru mendapatkan
momentumnya untuk
lebihmeningkatkan kinerja
dan membangkitkan
kesadaranlembaga

yang berkhidmat di
bidang hokum untuk
serius mempersiapkan
calon penegak hokum
yang hebat, handal dan
berintegritas.

Perguruan tinggi hukum
sebagailembagayang
mendidik mahasiswa
dalam aspek kapasitas
intelektual dan tempat
menyemaikan nilai-nilai
profesionalisme hukum,
sungguh diharapkan
melakukan proses
pendidikan secara

baik dan bijaksana.
Berikan kesempatan
dandukungan berupa
fasilitas yang memadai

kepada mahasiswa yang
tidak sajabagus nilai
akademisnya tetapijuga
perilaku spiritualnya untuk
mengembangkan bakat
potensialnya sebagaicalon
aparatur hokum.

Menurut Amitai Etzionoi,
bahwa peran Pendidikan
tinggidalam memupuk
dan mengembangkan
nilai-nilai profesionalisme
adalahsalah satu
diantaratiga faktor yang
berpengaruh terhadap
profesionalisme kaum
professional. Adapun
dua faktor lainnya adalah
konflik/kompeitisi
dilingkungankerja
yangdikelola secara
proporsionaldan
keterlibatan aktif para
professional didalam
asosiasiatau organisasi
profesi.6

Begitu puladengan
perandantanggung
jawab institusi social
terkecil, yaknikeluarga
tidak bisa dipandang
sebelah mata. Harus

jujur diakuibahwainput
SDM mahasiswa fakultas
tinggi selamainiadalah
pelajar yang secara umum
kapasitas akademiknya
berada dibawah fakultas
favoritlainnyayang
memproduksi profesi
dokter ataupuninsinyur.
Pilihan terhadap fakultas
hokum dijatuhkan setelah
gagal menembus barikade
fakultas favorit non

6 Dosen FHUMM; Hakim Ad Hoc
Tipikor PN Denpasar




hokum. Kondisidemikian
sangatjauh berbeda
denganjaman republic
inibelum merdeka, yang
mana sekolah tinggi
hokum bikinan Belanda
Rechtshogeschool hanya
orang-orangpilihan
yang bisa memasukinya.
Lulusannya mendapat
gelar Mister in de Rechten
yang di mata masyarakat
mendapat apresiasidan
bergengsi.

Tokoh-tokoh pejuang
kemerdekaan sepertiMr.
Moh. Yamin, Mr. Soepomo
arsitek UUD 1945, Mr.
Abdul kadir Besar dan
seterusnyaitutiak lain
merupakan jebolan
sekolah Rechtshogeschool
yang semula dididik
untuk menjadihakim
(birokrat),namunkarena
kesadarannya akan situasi
sejarah dankondisiHAM
masyarakat bangsanya
yang tengahdijarahdan

dipersekusipenjaajah
kolonial, akhirnya mereka
keluar darizonanyaman
sebagai birokrat dan lebih
memilih kehormatan dan
martabatnya sebagai
intelektual dan pejuang
pergerakan kemerdekaan
Indonesia.7

Disinilah letak pentingnya
institusikeluarga,

untuk mengabarkan
danmengarahkan
putra-putrinyayang
potensial secara
intelektual untuk tidak
seluruhnya memilih
profesidokter, insinyur,
tetapiada pilihanlain
yang tak kalah mulianya
yakni profesihakim.
Selanjutnyabagaimana
dengan MA pemilik
kewenangan rekrutmen
calon hakim pengadilan
tingkat pertama yang
sudah hamper lima tahun

7 Lihat, Daniel S. Lev, Hukum
dan Perubahan Sosial, LP3ES, Jakarta,
2016, cet. 3.

Mempersiapkan
calon hakim secara

baiksa

aiVva

nyiapkan fondasiya

kokoh bagiberdirinya

bangunan penegakan
hokum yang kokoh,

bersih dan berwibawa
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belakanganinivacuum.
Kita berharap bahwa MA
dalam proses rekrutmen
hakim, menjalankan
prinsip-prinsip fairness,
transparansidan
akuntabilitas sebagaimana
yang telah dilakukan oleh
KY selamaini.

MA dituntut untuk
mempublishrencanadan
strategisistim rekrutmen
calonhakim secaraterbuka
danresponsif. Akses
informasidan pelaksanaan
perekrutan hakim harus
jauh haridiinformasikan
kepada publik. MA juga
perlu mempertimbangkan
usulan perguruan tingi
yang merekomendasikan
lulusan terbaiknya sebagai
bagian penelusuran

rekam jejak para
pendaftar. Dalam konteks
pelaksanaan kewenangan
MA tersebut, makaKY dan
segenap pemerhati, pegiat
hukum lainnya wajib
mengawal dan mengawasi
prosesrekrutmen
tersebut.

Penutup

Padadasarnya pekerjaan
hakim yang produknya
berupa keadilanidentik
dengan pekerjaan
membangun peradaban
itu sendiri. Keadilan
menjadiesensidari
peradabanitu sendiri,
sebab ketidak adilan alias
kedzoliman merupakan
basis darianarkhi
danretaknyakohesi
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PERSPEKTIF

social. Sebagaimana
diungkapkanoleh
Barrington Moore,
dalam bukunya Injustice
as Basis social Revolt
betapa sejarah telah
menujukkan berapa
banyak bangsa-besar
yang pemerintahannya
mengalamikejatuhan
akibat tidak mampu
mewujudkan keadilan.s

Mempersiapkan calon
hakim secara baik sama
halnya menyiapkan
fondasi yang kokoh bagi
berdirinyabangunan
penegakan hokum
yang kokoh, bersih dan
berwibawa. Perjuangan
untuk mewujudkannya
ibarat melakukan
pendakian gunungyang
mendaki lagi terjal,
dibutuhkan kesabaran
danketeguhansertadaya
tahan yang prima.

Pencapaian tujuan berupa
terwujudnya sistim hukum
dan penegakan hukum
yang berkeadilan bukan
mustahiluntuk diraih
selainkesabaran, juga
dibutuhkan kesadaran
spiritual bahwa Tuhan
Yang Maha Kuasa wajib
dipinta perkenannya untuk
memudahkan perjuangan
tersebut. Ud uni
astabjiblakum. Wastaainu
bisshobriwas sholah,
wainnaha la kabiraatun
illa alal khoshiin. Nashrun
minallah. [

8 Lihat M. Dawam Rahardjo,
Tafsir tematik Al Qur'an,
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Dengan mengusung prinsip focus, accountability, sinergy, dan
transparant atau disingkat FAST, Komisi Yudisial (KY) berupaya
meningkatkan semangat kerjamenjadilebih cepatdan akuratdi
tahun 2018. Dalam menjalankan wewenang dan tugas, KY akan
mempertahankan kepercayaan publik dengan memberikan

pelayanan publik terbaik.

etiap tahun,
KY menggelar
rapat kerja untuk

memantapkan program
yang akan dikerjakan.
Rapat KerjaKY Tahun
2018 bertema FAST
Performance dilaksanakan
Rabu (21/2) hingga Jumat
(23/2) diHotel Novotel
Bogor, Jawa Barat. Tentu
halitu tidak menjadi
slogan semata. Semangat
FAST Performance
diharapkan menjadi
bagianbudayakerjaKY
ditahun 2018 sehingga
KY dapat meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatanitu,
Ketua KY Aidul Fitriciada
Azharimeminta dengan
tegas kepada para pejabat
struktural dan pegawai
KY untuk senantiasa
bekerja keras memenuhi
targetkinerjayangtelah
ditetapkan.

“Anda pegawaiKY adalah
tulang punggung KY
sesungguhnya. Jadi, baik
atau tidaknyakinerja
birokrasiKY ke depan

www.komisiyudisial.go.id

merupakan tanggung
jawab utama Anda,” pesan
Aidul.

Halsenadajuga
disampaikan Wakil Ketua
KY Sukma Violetta.
Menurutnya, hasil rapat
kerjainiadalah komitmen
bersama yang tidak cukup
direncanakan, tetapiharus
benar-benar dilaksanakan.
lamenekankan, kegagalan
menghadapi tantangan
tidak dapat ditolerir karena
berdampak serius pada
lembaga. Selainitu, sudah
semestinyaKY berusaha
keras melindungi
kepentingan publik.

“Kepercayaan publik
harus menjadi bahan
bakar utama, maka
tugas KY adalah untuk
menjaganya,” pesannya.

Komitmen Mencari
Hakim Agungldeal

Salah satu wewenang

KY yang diamanatkan
Pasal 24B ayat (1) adalah
melakukan pengangkatan
hakimagung. Dalam

melakukan seleksicalon
hakimagung (CHA),KY
memegang teguh empat
prinsip, yakni partisipatif,
transparan, akuntabel, dan
objektif.

Hasil akhir yang
diharapkan adalah
terpilihnya CHA yang
memenuhi sosok

ideal. Yaitu, mereka

yang berintegritas,
berkepribadian yang
tidak tercela, adil, jujur,
profesional, kompeten,
berpengalamandi
bidang hukum, dan
menjaga kepribadian
peradilan. Paracalonyang
memenuhikualifikasi
tersebut akan dimintakan
persetujuan kepada DPR
RI.

Menurut Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim KY
Maradaman Harahap,
terkait pelaksanaan seleksi
CHA dan hakim ad hoc
diMA di 2018 iniakan
mulaiditerapkan SCHA
onlinedan melakukan
penyempurnaan metode
klarifikasi. Selainitujuga
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akan dikembangkan
evaluasiimplementasi
kamus kompetensi.

ProgramPrioritas

Bagi publik, KY adalah
lembagayang diharapkan
dapat melakukan checks
and balances terhadap
kekuasaan kehakiman
demiterwujudnya
peradilan yang bersih
danbermartabat. KY
khusus diberitugas
olehundang-undang
untuk menerima

laporan pengaduan
masyarakat terkait dugaan
pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH).

Setiap tahun, KY
menerimajumlah laporan
masyarakat yang cukup
signifikan. Tercatat, KY
menerima sebanyak 1.473
laporan masyarakat dan
1.546 surat tembusan
sepanjang 2017. Meskipun
secarakuantitas laporan
yang masuk ke KY banyak,
tetapijumlahlaporan
yang dapat ditindaklanjuti
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danterbuktiadanya
pelanggaran kode etik
sangat minim. Salah
satualasanrendahnya
persentase laporan
masyarakat untuk diproses
karena masih kurangnya
pemahaman masyarakat
terhadap persyaratan yang
harus dilengkapidalam
melaporkan hakim yang
melanggar KEPPH.

Menurut Ketua Bidang
Pengawasan Hakim
danInvestigasiKY Jaja
Ahmad Jayus, untukituKY
akan terus memberikan
pemahaman kepada
masyarakat terkait dugaan
pelanggaran KEPPH yang
menjadi wewenangKY.
Prioritas agenda di 2018,
lanjut Jaja, akanmulai
dilakukan penyempurnaan
alur penanganan laporan
masyarakat untuk
mengutamakan pelayanan
publik.
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Jajajugamengungkapkan
bila banyak laporanyang
ditujukan ke KY berisi
permohonan untuk
dilakukan pemantauan
persidangan.Oleh
karenaitu, tambahnya,
KY juga akan melakukan
pemantauan persidangan
dengan melibatkan
lembaga lain. Dengan
melakukan metode
tadidiharapkan akan
terwujudnyajaringan
pemantauan peradilan
sehingga dapat menekan
tingkat pelanggaran
KEPPH yang dilakukan
oleh hakim.

“Tahun 2018, pemantauan
difokuskan pada perkara
yang menyangkut hajat
hidup orang banyak,

misalnya terkait perikanan,

lingkungan, danlain-lain
denganbantuandari
jejaring dankampus,”
pungkas Jaja.

Foto Bersama Komisi Yudisial dengan
Menteri Politik Hukum dan HAM, Wiranto

Selainitu, pelaksanaan
pemantauan persidangan
jugadilaksanakan
dalamrangkaProgram
Peningkatan Integritas
Hakim yang berfokus
pada aksesibititas bagi
penyandang disabilitas,
terkait perkara, layanan
hukum bagi penyandang
disabilitas.

JuruBicaraKY Farid
Wajdi memaparkan, pada
dasarnya pengawasan
hakim yang dilakukan KY
untuk mengawasi apakah
profesihakimitu telah
dijalankan sesuaietika
profesidan memperoleh
pengakuan masyarakat.
“KY menjagaagar para
hakim tetap dalam
hakikat kemanusiaannya,
berhatinurani, sekaligus
memelihara hargadirinya
dengan tidak melakukan
perbuatantercela,” jelas
Farid.

Masalahlainyangperlu
segeradituntaskanuntuk
menjadi prioritasadalah
tafsirankewenangan
pengawasan perilakuhakim
dalamranahkodeetik yang
seringdibenturkandengan
terminologi teknis yudisial.

“Mengenaipemaknaan
perilakuhakimdibenturkan
teknis yudisial sangat
mendesak untuk disudahi.
Rekomendasisanksimasih
banyak yangdiabaikan
MA.EksesnyaadalahKY
tidak kelihatan giginya.
Parapencarikeadilan
banyak dirugikan akibat
penyempitan makna perilaku
hakimdibenturkandengan
termteknis yudisial,” tegas
mantan Dekan Fakultas
HukumUniversitas
Muhammadiyah Sumatera
Utaraini.

Untuk mengatasibeda
tafsir batasan “perilaku

www.komisiyudisial.go.id
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hakim”, tambah Farid,

KY dan MA perlu duduk
bersama untuk mencari
titik temu yagar MAdanKY
dapat salingmenguatkan
untuk mewujudkan
peradilan yang berwibawa.

Selain melakukan
pengangkatan hakim
agungdan mempunyai
wewenang lain dalam
rangka menjagadan
menegakkan kehormatan,
keluhuranmartabat,
serta perilaku hakim, KY
juga diberitugas untuk
melakukan peningkatan
kapasitas hakim. Ditahun
2018,KY akan bersinergi
dengan MA dalam
memberikan pelatihan
tematik, selain pelatihan
soal KEPPH.

www.komisiyudisial.go.id

Sebagaiprogram
unggulan, Ketua Bidang
Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas
Hakim Joko Sasmito
menjelaskan bila
progam inimerupakan
upaya pencegahan
yang dilakukan

KY dalamrangka
menjaga kehormatan,
keluhuran martabat dan
perilaku hakim. Hakim
diharapkan mampu
untuk mematuhidan
mengimplementasikan
KEPPH dalam kehidupan
sehari-hari.

“Untuk tahun 2018, KY
dan MA telah merintis
untuk dapat melakukan
pelatihan selain KEPPH.
Terkait halini, sudah

ada pembentukan tim
dan terus dilakukan
komunikasiagar rencana
inidapat terwujud,”
pungkas Joko.

UUjuga mengamanatkan
KY untuk mengambil
langkah hukum dan/atau
langkah lain terhadap
orang perseorangan,
kelompok orang, atau
badan hukumyang
merendahkan kehormatan
dan keluhuran martabat
hakim. Sebagai bentuk
kegiatan advokasi, KY
menyelesaikan laporan
perbuatan merendahkan
kehormatan dankeluhuran
martabat hakim sampai
dengan pengambilan
langkah hukum/ langkah
lain.
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“Sementara kegiatan
advokasipreventif
dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan judicial
education. Program
iniuntuk memberikan
pemahaman bagi
masyarakat terhadap
advokasihakim dan
upaya untuk membangun
kesadaran seluruh
stakeholders dalam
menjaga kehormatan
dankeluhuran martabat
hakim,”jelas Ketua
Bidang SDM, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan
Pengembangan KY
Sumartoyo.

Bentuk kegiatan judicial
education antara lain:
peningkatan sistem
keamanan hakimdan

Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Kepala Birodan Pusat
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pengadilan, edukasi
kesadaran publik tentang
kehormatan hakim, serta
klinik etik dan hukum
dengan bekerjasama
enam perguruan tinggi.

Penguatan TIK
danPengelolaan
Informasi

Ditahunini,KY juga
memfokuskan program
pada penguatankerja
sama dengan stakeholder,
sepertiperguruan

tinggi, LSM, lembaga
pemerintah, organisasi

masyarakat, media massa,

danlainnya.KY juga
akan memaksimalkan
pengelolaan informasi
dan teknologiinformasi
komunikasi (TIK) guna
mendukung pelayanan
publik yang lebih baik.
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Semisal, memanfaatkan
media sosial untuk
memaksimalkan
punyebaran informasi
kepada publik.

“Pemanfaatan teknologi
ini dimaksudkan untuk
menunjang efektivitas
dan efisiensi pekerjaan.
Selainitujugauntuk
memberikan layanan
publik yang terintegrasi
dan akuntabel,” ujar Ketua
Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan
Informasi KY Farid Wajdi.

Lebih lanjut,KY akan
memperkuat integrasi
TIKantaraKY pusat
dengan PenghubungKY
di12 wilayah. Penerapan
dan pengembangan TIK
menjadi tulang punggung
sistem tatakelola

pemerintaham menuju
good governance yang
tranparan dan akuntabel.
“Mulaitahunini,KY juga
akan mulai merintis
penyiapan infrastruktur
call centreKY, meski
kegiatan tersebut akan
diprioritaskan ditahun
2019,"ujar Juru BicaraKY
ini. Call centreiniuntuk
memudahkan pelayanan
publikKY beradadisatu
pintudan memudahkan
masyarakat dalam
mendapatkan layanan di
KY.

TantanganKY ke
depan

Dalam menjalankan
targetkinerjayang

telah ditetapkan, KY
membutuhkan SDMyang
lebih mumpuni. Halitu,

O MAJALAH KOMIS JDIS

menurut Farid, menjadi
tantanganbagiKY ke
depan.laberharap, secara
kualitas para pegawai

KY dapat meraihjenjang
pendidikan yang lebih
tinggi. “Secara kualitas,
rata-rata pegawaiKY
didominasi pendidikan S1
dansisanya S2.Pegawai
belum ada yang memiliki
kualifikasi pendidikan
S3,bahkanyang sedang

Darisisianggaran,
lanjut Farid, KY memiliki
anggaran yang sangat
minim untuk menjalankan
amanat konstitusi.
Padahal, kehadiranKY
adalah upayauntuk
mewujudkan kekuasaan
kehakimanyang merdeka,
sertamenegakkan hukum
dan keadilan bagiseluruh
rakyat Indonesia. Namun,
keterbatasananggaran
tidak menjadialasan bagi
KY untuk menjadikan hal
itu sebagaihambatan,
justrumenjaditantangan
untuk bergerak maju.

la optimis, seluruh

jajaran KY akan berupaya
melaksanakan seluruh
program yang telah
ditargetkan dengan
memaksimalkan
kekuatan yang dimiliki
dankerjakeras.KY akan
melaksanakan wewenang
dan tugasnya dengan baik
sehingga peradilan bersih
danagungdapat terwujud.

www.komisiyudisial.go.id
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“Perkenalkan ini Kepala Sub Bagian

Perencanaan, TeknologiInformasi, dan

Pelaporan kami, Jumari,” ujar Ferdian Permadi,

hakim yang ditunjuk sebagai Humas PN

Bangkinang kepada tim redaksi saat berkeliling.

“Saya tidak bisamembayangkan jika Pak Jumari

lebih dariseharitidak masuk kantor, lalu ada

masalah terkait IT. Tentu kami bisa kelimpungan,”
canda Ferdian pada kami.

ibalik canda
DFerdian

sesungguhnya
memang menyimpan
kejujuran. Jumariyang
diperkenalkan sebagai
penanggungjawab di
bidangIT sama sekali

tidak memiliki staf yang
membantu pekerjaannya.

Hal serupajuga terjadi
dibagian-bagian lain,
sepertibagian Tata

Usaha Persuratanyang
hanya dikelola satu orang
pegawaihonorer saja. Jika
dijumlah, baik pejabat dan
staf dikesekretariatan dan
kepaniteraan baik pidana
dan perdata, berjumlah
24 orang, dibantuoleh
11pegawaihonorer,

yang masing-masing
merangkap tugasnya.

Padahal, PN Bangkinang
yang beralamat di Jalan
Letnan Boyak No.77,
Bangkinang, Kabupaten
Kampar, Riau atau sekitar
60 kmdariPekanbaruini
memiliki wilayah hukum
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yang cukup luas, yaitu
mencakup 21kecamatan.
Sekadar informasi, bobot
perkarayangditangani
setiap tahun lebih dari 500
perkara.

Peningkatan
Pelayanan Publik

Gambaranjumlah sumber
daya manusia (SDM) di
PN Bangkinang yang
terbatas tak mengurangi
kesungguhan dalam
memberikan pelayanan
publik.

Darisisikualitas SDM

dan kinerja terus didesak
untuk maju sembari
memupuk kerjasamadan
kekompakan yang menjadi
suatu guyub kebersamaan
sehingga berbuah
prestasi.

Humas PN Bangkinang
Ferdinan beranimenjamin
bila publik mendapatkan
pelayanan publik terbaik,
sepertiaksesinformasi
perkara dan persidangan.
Masyarakat pencari
keadilan dengan mudah
dapat mendapatkan
informasi seputar jadwal
sidang, penelurusan
perkara, direktori putusan,
statistik perkara, dan
sebagainya.

“Hal yang dikerjakan

oleh PNinidapat

dengan mudah diakses
masyarakat, sepertijadwal
sidang, rekap perkara,
danlain-lain sehingga
tidak adalagilahan pungli

bilamana ada orang yang
bertanya kapanjadwal
sidang saya? Dahulu
untuk mendapatkan
informasiinisulitdan
bisa berlarut-larut,

tapi sekarang setiap
masyarakat bisa
melihatnya dengan
mudah diportal yang
kami sediakan. Jika
mereka tidak tahu cara
menggunakannya, setiap
pegawai PN Bangkinang
siap memberitahukan.
Bahkan, sayajuga siap
jika memang kebetulan
mereka meminta bantuan
saya,” tegas ayah dua anak
ini.

Gunamendorongkinerja
PN sebagai ujung tombak
penyelesaian hukum
untuk menciptakan

suatu kondisi peradilan
yang modern, kredibel,
akuntabel, dantransparan,
Mahkamah Agung (MA)
melaksanakan sertifikasi
Akreditasi Penjaminan

www.komisiyudisial.go.id
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Sertifikasi penjamin mutu ini

merupakan bentuk pengawasan

Ul

N T .. W I

dan pemacu kantor pengadilan

T T

umum untuk nllelakukan

perubahan dalam pelayanan dan

kenyamanan

Mutu Badan Peradilan
Umum.

Sertifikasi penjamin
mutu inimerupakan
bentuk pengawasan
dan pemacu kantor
pengadilan umumuntuk
melakukan perubahan
dalam pelayanandan
kenyamanan.

Hasil akhir yang
diharapkan adalah
terwujudnya performa
atau kinerja peradilan
Indonesiayangunggul/
prima (Indonesia Court
Performance Excellent —
ICPE). Terkait halitu, PN

www.komisiyudisial.go.id

.

Bangkinang sangat serius
menjalani proses penilaian
ini, walau dengan kondisi
serbaterbatas. Namun,
bermodal kerjasama

dan kekompakan proses
tersebut dapat dilalui
dengan mudahdan

hasil memuaskan. PN
Bangkinang sanggup
meraih nilai “B” untuk
akreditasi.

“Hanya sedikit lagi kita
mendapat nilai A, kurang
30 point saja,” ucap
Ferdian.

Menurutnya, ada
beberapahalyang

| ot

terlewatkan, selain unsur
kepemimpinan, pelayanan
publik dan administrasi
yang menjadiunsur-unsur
penilaian. Penilaian akan
kembali dilakukan setiap

6 bulan sekaliselama 3
tahun.

“Ada hal-hal kecil yang
saatinimenjadiperhatian
sepertimemasang tanda
“jalur evakuasi” bila
terjadibencanadanjuga
kondisi fisik gedung yang
memang disisiini sedang
proses berbenah,” tambah
Ferdian.

Didukung SDM
Berkualitas

Ketua Pengadilan Negeri
(KPN) Bangkinang Lilin
Herlina optimis bila
dilakukan penilaian
kembalienambulan

© mendatang, maka akan

- diraihhasilyanglebih

:f baik. lapercaya SDM di

© PNBangkinangakan

- berupayamaksimal untuk
.; mencapai hasil positif

=

| ==
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yangditargetkan.

“Saya percaya kualitas
SDMdiPN Bangkinang
ini bisa menutupisecara
kuantitas yang memang
menjadikekurangan
kami. Saya akan terus
menyemangatinya, setiap
hakim dan pegawai asal
bekerja sesuaidengan
standard operational
procedure (SOP) yang
telah ditentukan untuk
meminimalisir terjadinya
kesalahan.Dengan
demikian, harapan akan
mudah tercapai,” papar
Lilin.

Selainjumlah SDM yang
terbatas, hallainyang
menjadikendala menurut
Lilinadalah kondisi
gedung PN Bangkinang.
Sejak menjabat sebagai
KPN Bangkinang pada
Agustus 2017 lalu, Lilis
memfokuskan pada
perbaikan fisik gedung
PN Bangkinang, seperti
ruang sidangruang
pelayanan publik yang

EDISI
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perlu dilakukan perbaikan
dengan menyesuaikan
pada prototype yang
ditetapkanolen MA.

“Untuk renovasitelah
kamiajukan. Berdasarkan
keterangan konsultan,
anggaran konstruksi
yang dibutuhkan sekitar
15M, karena butuh
pengembangandisana
sini. Namun rupanya yang
kamidapatkan bertahap,
saatinikamibarudiberi
2.5M,"tambah Lilin.

Sebagai pimpinan,
komunikasidengan
bawahan penting pula
dibangun untuk dapat
memperkuat koordinasi.
la secara rutin menggelar
pertemuan atau diskusi
untuk membahas berbagai
permasalahanyang
dihadapi PN Bangkinang.

Selainitu pertemuan
juga sebagai wadah

EDISI
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pembinaan dan memupuk
mental positif untuk
meningkatkan kualitas
SDM.

“Setidaknya dalam waktu
sebulan ada pertemuan
antar Ketua, Wakil, dan
Pejabat kepaniteraan
dankesekretariatan,

atau pertemuan dengan
seluruh pegawai, juga
pejabat dengan hakim, dan
pertemuan antar hakim
saja.

Halini penting sekali untuk
saling bertukar pikiran dan
masukan untuk mencapai
target yangkita harapkan,”
ungkap Lilin.

Terkait perkara
yangditangani, Lilin
menjelaskandalam
waktu setahun untuk
perkara pidana sekitar
600, yang terdiridari
narkotika, pencurian, dan
pencabulan. Sedangkan

perkara perdataberjumlah
sekitar 70 perkara yang
kebanyakan sengketa
lahan.

“Hakim-hakim di sini
sudah banyak yang
mendapat sertifikasi
dalam menangani
perkara-perkarayangada.
Sepertisertifikasiniaga,
lingkungan, dan lain-lain,
jadisecara keilmuan bisa
diandalkan. Untuk jumlah
majelisnya, berjumlah
empat majelis yang terdiri
dariduamaijelis tetap

dan dua majelis Ketua

dan Wakil. Sayarasa, PN
tidak ada masalah darisisi
penanganan perkara di
PN Bangkinang,” ungkap
perempuan kelahiran
Lubuk Basungini.

Dalam peningkatan
kualitas SDM, Lilin
mengaku pernah
mengikuti pelatihan yang
diadakan oleh MA danKY.

“Selain pelatihanyang
diadakan oleh MA, saya
pernah mengikutidua
kali pelatihanyang
diadakanoleh KY. Tentu
halinisangat membantu
karena meningkatkan
kapasitas hakim.
SemogaKY kedepan
lebih memperhatikan
hakim sesuaidengan
kewenangannya yaitu,
menjaga kehormatan,
keluhuran martabat, dan
perilaku hakim selama
dirinya bertugas,” harap
Lilin.

Berbuah Prestasi

Ditemui di kesempatan
yang sama, Sekretaris
PN Bangkinang Ricko
Oktavius menceritakan
soal prestasi PN
Bangkinang yang kerap
dijadikan percontohan di
ProvinsiRiau. Selainitu,
lanjut Ricko, sinergisitas
dengan aparat penegak
hukum di wilayahini
tergolong kompak.

“Beberapa waktu lalu,
PNinimenjadisalah
satudaritiga pengadilan
percontohan di wilayah
Riau, bersamadengan
Tanjung Pinang dan
Pekanbaru. Contohnya
sepertiprogram
prototype Sistem
Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP)/ CTS versi
terbaruyang baru-baru
ini dilakukan sekitar
Tahun 2016-2017"
ungkap Ricko.

www.komisiyudisial.go.id



Tampilanruang sidang
utama PB Bangkinang

Terkait kerjasama APH
diwilayah Riau, sering
dilakukan kerja sama
dengan kepolisian dan
kejaksaan.

“Kerjasama dengan
kepolisian dan kejaksaan
relatif tidak ada masalah.
Selainitu, tidak sulit

bagi pengadilan jika
meminta bantuan dari
aparat penegak hukum
lain dalam menjalankan
tugasnya. Bisajadikarena
pegawaidiinstansihukum
mudah beradaptasi
dengan masyarakatnya
yangrelatif ramah dan
gemar bergotongroyong,”
jelas Ricko.

Untuk pengelolaan
keuangan, PN Bangkinang
juga meraih prestasi yang
cukup memuaskan. Halini
bisa dilihat daribeberapa
penghargaan yang
diraihnya. Sejak tahun
2014 PN Bangkinang

www.komisiyudisial.go.id
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meraih peringkat IV dalam
pengelolaan keuangan
yang baik dari + 344
satker dalam wilayah kerja
Kantor Pelayanan dan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) Pekanbaru.
Lalutahun 2015 naik
menjadi peringkat Il.
“Sayangnyaditahun 2016,
bendahara kamidimutasi.
Kekosonganini sangat
berdampak pada kinerja,
khususnya dalam bidang
keuangan, sehingga
sampai sekarang kami
tidak lagimemperoleh
peringkat apa-apa,”
kenangRicko.

Darisisi pelayanan publik,
PN Bengkinangjuga telah
melakukan surveilndeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM) yang menjadi salah
satu persyaratan penilaian
akreditasi. Menurut Ricko,
dalam waktu 2 tahun
terakhir ada kenaikan nilai
terkait pelayanan publik.

MR 1
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“Padatahun 2016,
surveilKM pertama kali
dilakukan dengan nilai
72 sekian yang berada
pada kategorikurang
baik. Halitu disebabkan
karenakurangnya
jumlah personildan
mahalnya biaya atau tarif
berperkara, dan minimnya
fasilitas atau sarana di PN
Bangkinang,” tutur Ricko.

Saat surveilKM kedua
dilakukanditahun 2017,
nilainya naik menjadi 79
dikategoribaik karena
telah meningkatkan mutu
pelayanan kepada publik.

Menambahkan soal
biaya atau tarif di PN
Bangkinang, Ferdianjuga
menjelaskan bahwa biaya
telah terpampangjelas.

Publik dapat melihatnya
dispanduk besar

yang terpampang di
lingkungan pengadilan.

MARET 2018

Ferdian menjelaskan
besarnya telah ditetapkan
dan publik bisa
melihatnya.

“Jadinilaiyang menjadi
biaya atau tarif dari PN
Bangkinanginimemang
telah diresmikan
harganya, masyarakat
tinggal menghitung
sendiriberapajumlahnya.
Yah, segitu yang mereka
bayar. Adajuga perkara
SIM, dengan bantuan
teknologiinformasi,
masyarakat akan dengan
mudah melihat berapa
jumlah dendanya. Lalu
tinggal membayarnya

di ATM, dan mengambil
berkasnya di kejaksaan.
Halinikarena sistem
informasidi PN dan
kepolisian telah
terintegrasi, sehingga
pencarikeadilan tidak
perlu khawatir lagi
terjadinya praktik pungli,”
papar Ferdian.[M
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LEBIH DEKAT

N D
Lilin Herlina:
Ketua Pengadilan NegeriBangkinang

| 1 N y

““"Memberi
Keadilan

ilinHerlina menjabat sebagai pengadilan berkat kerja keras dan
LKetua Pengadilan Negeri (KPN) pengabdiannya.

Bangkinang sejak Agustus 2017.1a
mengawali karir sebagai calon hakim di “Saya memangingin menjadi hakim,
PN Lubuk Basung pada tahun 1993, lalu karena waktu itu saya melihat sosok
diangkat sebagai hakim di PN Pariaman hakimitu berwibawa dan hebat, Seorang
padatahun1996. Setelah dimutasi hakim dapat menentukan seseorang
ke berbagaidaerah, Lilin akhirnya bersalah atau tidak dan memberikan
menempati posisi pucuk pimpinan hukuman. Untuk itulah saya kuliah

e EDISI
komisiyudisial.go.id
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jurusan Hukum agar
impian saya tercapai,”
buka Lilinpada Tim
Redaksisaat ditemui di
ruang kerjanya.

Perempuan kelahiran
Lubuk Basung, 21
Februari1964 memang
bercita-cita menjadi
hakim sejak masih
sekolah dibangku SMA.
Lilin terpesona sewaktu
melihat persidangan
terbuka yangdigelar di
kotanya kala itu.

Akhirnyaiabertekad
untuk menjadikuliah
jurusan Hukumdi
Universitas Bung Hatta,
Sumatera Barat untuk
meraih mimpinya

peradilan hingga sampai
dibacakannya putusan.”
jelas Lilin.

lamasihingat saat dirinya
menjatuhkan vonis 18
tahun penjara dalam
dalam perkara pidana
pembunuhan.

“Saatitu sayabertugas

di PN Pariaman. Majelis
mempertimbangkan
hukuman yang cocok
diberikan pada pelaku
adalah penjara selama

18 tahun. Pasalnya
kasusiniadalah kasus
pembunuhan berencana,”
kenang Lilin.

Menurutnya, vonis
tersebut sudah

Olehkarenaitu, lanjutnya,
sebagai Wakil Tuhan
maka harus menjaga
kemuliaan martabarnya.
Hakim harus berperilaku
sesuaiKode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH).

“Selainitu, bekerjalah
dengan hati, patuhiaturan
dan sesuaiprosedur yang
berlaku, agar kita jauh dari
penyimpangan,” pesan
Lilin.

Hallain yangjuga berat,
lanjutnya, saat jauh dari
keluarga karena harus
berpindah tugas.

Namun, Lilin bersyukur
karenakeluarga selalu

tersebut. tepat karena telah mendukung kariernya
mempertimbangkan sebagaiseorang hakim.
Makna Keadilan segalaaspek.

Ditanya soal makna
keadilan, ia berpendapat
bahwa keadilan tidak
hanya saat hakim
menjatuhkan putusan.
Keadilan harus ada di
seluruh proses peradilan.
Keadilan berarti
memberikan kepada
setiap orangapayang
menjadi haknya dan tidak
memihak.

“Misalnya, keadilanitu
harus ada saat hakim
memeriksa suatu perkara,
keadilan harus ada saat
mendengarkan kedua
belah pihak berperkara,
keadilan harus ada
diseluruh proses

“Sayajugasudah
tanyakan kepada
keluarga korban, apakah
mereka memaafkan
perbuatan pelaku. Lalu
mereka jawab, sudah.
Namun, mereka tetap
menginginkan hukum
harus ditegakkan, maka
itulah yang saya lakukan,”
lanjut Lilin.

Dukungan Keluarga

Menjadiseorang hakim
bukan perkara mudah. Hal
yang paling berat adalah
pertanggungjawabannya
sebagai hakim, baik pada
negara terlebih kepada
Tuhan.

LEBIH DEKAT

Sehinggaiadapat
mengabdikan diridengan
penuh keikhlasan,
tanggungjawab, dan kerja
keras.

“Meskipun saya sering
jauh darikedua anak
saya, tapimereka
selalumembuat saya
tenang. Mereka tidak
pernah terlibat sesuatu
yang buruk, seperti
narkoba atau lainnya.
Alhamdulillah, nilai IPK
mereka pun tidak pernah
dibawah angka 3," ucap
Lilinbangga.. [

EDISI

g

=} MAJ?,A\

B ISIAL/EKA

"7

mﬁo IS )
)
18

® www.komisiyudisial.go.id 3aNUART | KomisT YUDISIAL

MARET 2018




GAUNG

DAERAH
y

KY Gelar Rapat Konsolidasi
Penghubung Komisi Yudisial

Tahun 2018
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Komisi Yudisial (KY) menggelar Rapat Konsolidasi
Penghubung KY Tahun 2018, Jumat-Senin (23-26/2) di
Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Acara yang diikuti oleh
34 orang Penghubung KY dari 12 wilayah ini merupakan
ajang silaturahmiuntuk memupuk kerjasama yang lebih
eratantara KY dengan Penghubung KY.
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ritas dan Menggerakkan Perubahan
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Foto Bersama Penghubung Komisi £
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etua KY Aidul
Fitriciada
Azhari secara

resmimembuka Rapat
Konsolidasi Penghubung
KY Tahun 2018, Jumat
(23/2). Aidul menekankan
agar Penghubung

KY lebih menguatkan
potensididaerahnya
masing-masing.

Halitu mengingat posisi
PenghubungKY saat

ini telah menjadibagian
birokrasiKY, berdasarkan
Peraturan KY Nomor
1Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Susunan
dan TataKerja Pengubung

Salah satu tugas Penghubung KY adalah

membantu pelaksanaan tugas KY dalam

menerima laporan dari masyarakat terkait

dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)

Komisi Yudisial di Daerah.

“Posisi Penghubung saat
ini telah menjadibagian
birokrasiKY.Untuk itu,
Penghubungharus
dapat menempatkan
dirinya sebagai

Rapat Konsolidasidihadirioleh Anggota
dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
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Penghubung perwakilan
KY didaerahdanjangan
menyamakannya dengan
dipusat,” ujar Aidul

saat membuka forum
bertajuk Pengembangan
Kompetensi, Menjaga
Integritas dan

Menggerakkan Perubahan
ini.

Pasalnya, lanjut Aidul,
setiap daerah memiliki
historis dan potensi

yang berbeda. Untukitu,
PenghubungKY didaerah

www.komisiyudisial.go.id
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Suasana saat pemberian materipadarapat konsolidasi
penghubung yang digelar Tkali setiap tahunnya

harus lebih menguatkan
potensididaerahnya
masing-masing.

“Indonesia merupakan
negarayang sangat
kompleks. Jika diBelanda
hanya terdiridariempat
suku bangsa, tapi di
Indonesia terdapat
ratusan lebih suku bangsa
yang berbeda danKY
menyatukanitu semua.

Untuk itu, peran
Penghubung sebagai
bagian daribirokrasiakan
lebih maksimal dengan
memanfaatkan kekuatan
daripotensi-potensi
jaringannyadidaerah,”
pungkas Aidul.

Sekretaris Jenderal KY
Danang Wijayanto saat

www.komisiyudisial.go.id

memberikan pengantar
menjelaskan peraturan
KY terbaru tentang
PenghubungKY, yaitu
Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 1Tahun 2017
tentang Pembentukan
Susunandan Tata Kerja

PenghubungKY diDaerah.

“Pada PeraturanKY
Nomor 1Tahun 2017

juga mengatur status
Penghubungdarisisi
kepegawaian yang semula
berbeda. Pada peraturan
tersebut, statusnya lebih
disesuaikan sepertikami
yang berstatus aparatur
sipil negara, sehingga hak
terkait gaji, tunjangan
danusiapensiun pun
relatif sama,” jelas Danang
dalam Rapat Konsolidasi
Penghubung KY

bertajuk Pengembangan
Kompetensi, Menjaga
Integritas dan
Menggerakkan Perubahan
diHotel Novotel Bogor,
Jawa Barat, Jumat (23/2).

Perpindahan status
Penghubungjuga diikuti
dengan penambahan
tugas dankewenangan,
berdasarkan Pasal 4
Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 1Tahun 2017.
Danang menyebut,

antara lain: melakukan
pemantauandan
pengawasan terhadap
perilaku hakim; menerima
laporandarimasyarakat
berkaitan dengan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH); dan melakukan
verifikasiterhadap laporan

MARET 2018

GAUNG
DAERAH

dugaan pelanggaran
KEPPH secara tertutup.

“Padapasal 4 Peraturan
KY Nomor 1Tahun 2017
juga terdapat kewenangan
baru bagi Penghubung,
yaitu dapat mengambil
langkah hukum dan/atau
langkah lain terhadap
orang perseorangan,
kelompok orang, atau
badan hukum yang
merendahkan kehormatan
hakim,” pungkas Danang.

Salah satutugas
PenghubungKY adalah
membantu pelaksanaan
tugasKY dalam

menerima laporan dari
masyarakat terkait dugaan
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH). Untuk

EDISI
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memberikan pelayanan
publik yang lebih optimal,
maka Penghubung KY
perlu melakukan kerja
samadengan jejaring
diwilayah kerjanya.
Dengan demikian potensi
pengawasan akan sangat
besar, mengingat posisi
PenghubungKY berada
dikota-kota besar yang
strategis.

“PenghubungKY harus
aktif memperkuat
kerjasamadengan
jaringanannya didaerah,
sepertikelompok
rohaniawan, mediadan
perguruan tinggi,juga

dengan aparat penegak
hukum setempat,” harap
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan
Layanan InformasiFarid
Wajdidalam Rapat
KonsolidasiPenghubung
KY Tahun 2018.

Sebagailembaga
negara, lanjut Farid
posisiKY hanya berada
di Jakarta sehingga
memiliki keterbatasan
dalam melakukan
pengawasan dan tugas
laindidaerah. Maka,
disinilah pentingnya
peran Penghubung KY
yang diharapkan dapat

4

Suasana saat pemberian materi pada rapat konsolidasi
penghubung yangdigelar Tkali setiap tahunnya
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menciptakanjaringan
kerjasama untuk
mewujudkan peradilan
bersih.

“Denganjalan kerjasama
yang baik, seperti
pertukaran informasi,
kegiatan pemantauan
persidangandan lain-lain
bersamajejaringdi
daerah, maka kita bisa
saling menularkan
semangat mewujudkan
peradilan bersih,” tegas
Farid.

Sebagaitambahan,
pada Rapat Konsolidasi
PenghubungKY ini

pesertaakan dibekali
dengan materi terkait
dengan kedudukan
Aparatur SipilNegara
(ASN), internalisasi
wawasan kebangsaan,
Pengembangan core
competence dalam
upaya meningkatkan

soft competence, juga
materiseputar kebijakan
pengembangan

SDM Penghubung,
sosialisasi peraturanKY,
materi-materi terkait
penetapan indikator
kinerja, internalisasi Kode
Etik Penghubung, dan
terakhir materitentang
pengembangan jejaring.[

www.komisiyudisial.go.id
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Hukum Acara Sidang
Etik Penyelenggara

Pemilu

Noercholysh

Judul :Hukum Acara Sidang Etik
Penyelenggara Pemilu
Penulis : Saleh, S.H.,M.H., dkk
JumlahHalaman :370halaman
Penerbit : Sinar Grafika
LELT : Cetakan pertama Februari 2017
ISBN : 978-979-007-720-1

Saleh, 5.H., M.H., dkk.

HUKUM ACARA
SIDANG ETIK

PENYELENGGARA -

PEMILU

www.komisiyudisial.go.id

alam sistem ketatanegaraan Indonesia
D pasca reformasi, sudah cukup banyak berdiri

lembaga penegak kode etik dalam lingkungan
jabatan-jabatan kenegaraan. Dibidang kehakiman ada
Komisi Yudisial, selain ada Badan Pengawas dalam
sisteminternal Mahkamah Agung. DiMahkamah
Konstitusijuga ada mekanisme Majelis Kehormatan
Hakim. Didunia pers danjurnalisitik, ada Dewan
Pers. Dilingkungan badan legislatif, yakni DPR dan
DPD telah ada Badan Kehormatan DPR dan Badan
Kehormatan DPD. Dalam penanganan permasalahan
etik Pemilu, hadir Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP).

DKPP merupakan perkembangan darilembaga Dewan
Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU)

yang sudah ada sebelumnya, diatur berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu. Setelah digantidengan UU
Nomor 15 Tahun 2011, DKPP secararesmidibentuk
pada 12 Juni2012.

Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam
penyelenggaraan peradilan semu dibidang etik yang
diselenggarakan oleh DKPP adalah prinsip audi et
alteram partem, prinsip independensi, imparsialitas,
dan transparansi. Karakteristik putusan DKPP
adalah final dan mengikat. DKPP memang didesain
sebagai suatu lembaga peradilan yang menegakkan
kaidah-kaidah atau norma etika yang berlaku bagi
aparat penyelenggaran Pemilu.

Sebagailembaga yang masih baru, masih banyak yang
awam akan ketentuan dalam berperkara di DKPP. Hal

EDISI
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DKPP danlembaga
penyelenggaran Pemilu
lainnya; peranan serta
wewenang DKPP

dalam penegakan etika
penyelenggara Pemilu;
perbedaanlembaga
peradilan etik DKPP dengan
lembaga kode etik lainnya;
pedoman mekanisme
Hukum Acara Sidang Etik;
pembuktian; dan putusan
DKPP

....................................................

DKPP danlembaga
penyelenggaran Pemilu
lainnya; peranan serta
wewenang DKPP

dalam penegakan etika
penyelenggara Pemilu;
perbedaanlembaga
peradilan etik DKPP
dengan lembaga kode
etik lainnya; pedoman
mekanisme Hukum Acara
Sidang Etik; pembuktian;
danputusan DKPP. Tidak
lupa buku inimelampirkan
Peraturan DKPP Nomor
1Tahun 2013 tentang
Pedoman Beracara Kode
Etik Penyelenggara
Pemilu, dan peraturan
terkait lainnya.

Bukuinisangat menarik
untuk dibacakarena
sebagailembaga yang
barulahir, DKPP memiliki
kekuatan putusanyang
lebih kuat dibandingkan
denganlembaga etik
lainnya.

Apalagidengan
hingar-bingar tahun
politik yang semakin

dikenal oleh khalayak
secaraluas. Sebagai
lembaga yang menangani
perkara etik, maka bisa
dipastikanistilah, konsep,
dan mekanisme hukum
acaranya akan sangat
berbeda sekalidengan
peradilan umum.

Buku iniberhasil
memberikan gambaran
bagaimana proses
beracara di DKPP, disertai
datayang cukup lengkap,
beserta putusan DKPP
untuk menjadi masukan
dan pertimbangan
bagipihak yangingin
melakukan pelaporan.

Bukuinisangat
direkomendasikan

bagi merekayang
berkecimpung atau
memiliki ketertarikan
dengan Pemilu. Lembaga
negarayang lahir terkait
Pemilu ada banyak, dan
bukuinidapat menjadi
oasis bagi merekayang
ingin tahu lebih detail
tentang DKPP.

inimengilhami penulis
buku untuk menuliskan
pengalamannya selama
menjadi kuasa hukum
untuk mengajukan
pengaduan di DKPP
disertaidenganbeberapa
contoh kasus.

dekat, masyarakat
diharapkan semakin
sadar akan kehadiran
DKPP apabila ditemukan
indikasi pelanggaran Pemilu atau peradilan etik
dalam penyelenggaraan darisudut pandang baru.
Pemiluuntuk melaporkan [

ke DKPP.

Bagi para akademisi, buku
ini dapat mengilhami
untuk menulis tentang

Buku inisecara spesifik
membahas Hukum Acara
Sidang Etik Penyelenggara
Pemilu yang meliputilatar
belakang terbentuknya

Buku inimendeskripsikan
proses beracara di DKPP
dengan lengkap. Halini
menjadi sangat penting
karena DKPP belum

www.komisiyudisial.go.id
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Kasus Suap
dan Gratifikasi

Mendominasi
Sidang MKH

tangkap tangan (OTT)

oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terhadap
aparatur pengadilan,
termasuk hakim

0-q o e EDISI
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Sejak sidang Majelis
Kehormatan Hakim (MKH)
digelar oleh Komisi Yudisial
(KY) dan Mahkamah Agung
(MA) pertama kali di tahun
2009, kasus suap dan gratifikasi

cukup mendominasi hingga

sekarang. Dari 49 sidang MKH

yang telah dilaksanakan, ada 22

laporan karena praktik suap dan

m Kovisi

YupisiaL
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gratifikasi.

epanjang tahun
2017 marak
operasi tangkap

tangan (OTT) oleh
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) terhadap
aparatur pengadilan,
termasuk hakim. Hal
inimenggambarkan
praktik suap, gratifikasi,
danisujual beli perkara
di pengadilan sebagai
masalah yangserius.
Perilaku koruptif di
lembaga peradilan
mengakibatkan
ketidakpercayaan publik.

Dari49 sidang MKH
yang telah dilaksanakan
sejak tahun 2009, ada 22
laporankarena praktik
suap dan gratifikasi, yaitu
sekitar 44,9%. Praktik

suapdanisujual beli
perkarainijugaselalu
menghiasi sidang MKH
pada setiap tahunnya.

“Halini tentu menjadi
keprihatinan dan sudah
sepatutnya menjadi
pembelajaran bagisemua
pihak,” ujar Ketua Bidang
Hubungan Antar Lembaga
danLayananInformasiKY
Farid Wajdi.

Selain keduakasus
tersebut, perselingkuhan-
pelecehanjugatermasuk
yang banyak disidangkan
dalam MKH, yaitu 17
perkara (34,7%).Pada
tahun 2009 dan 2010
kasus perselingkuhan
belum pernah digelar
disidang MKH. Namun,
sejak tahun 2011-2017
laporaniniselalu ada.
Bahkan, ditahun 2013
dan 2014 laporanini
mendominasi.

Menurut Farid, jauhnya
penempatan tugas
seorang hakimdari
keluarganya ditengarai
menjadi salah satu
sebab maraknya
pelanggaran kode etik
berupa perselingkuhan di
kalangan para hakim.

“Oleh karenaitu, pola
mutasidan promosi
hakim sebaiknya
mempertimbangkan
kebutuhan agar

tidak terlalujauh dari
keluarganya. Selainitu,
kenaikan tunjangan

dan fasilitas para hakim
juga ditengarai menjadi
penyebab meningkatnya
kasus perselingkuhan,”
katanya.

Kasus lainnyayang
disidangkan di MKH,
antara lain: bersikap
indisipliner (5 laporan),
mengonsumsinarkoba (3
laporan), memanipulasi
putusankasasi (1laporan),
dan pemalsuan dokumen
(Tlaporan).

Khususditahun 2017,KY
dan MA menggelar 3 kali
sidang MKH karena kasus
penyuapan (1laporan)
dan perselingkuhan (2
laporan).

Sepanjang MKH
dilaksanakan padatahun
2009-2017, sebanyak 31
orang hakim telah dijatuhi
sanksi pemberhentian
tetap. Selainitu, sanksi
MKH menunjukkan
sebanyak 16 orang

hakim dijatuhi sanksi
berupanonpalu 3 bulan
sampaidengan 2 tahun,
Torangdijatuhi sanksi
ringan berupa teguran
tertulis dengan akibat
pengurangan tunjangan
kinerja sebesar 75%
selama3bulan,dan1
orang mengundurkan diri
sebelum MKH.

“Denganadanya
penjatuhan sanksi
inimerupakan upaya
penegakan KY dalam
rangka menegakkan

www.komisiyudisial.go.id



Aparat peradilan memiliki

sisi kemanusiaan yangjuga

membutuhkan pembinaan

simultan dan siraman rohani

untuk menghidupkan nuraniyang

kadangkalajauh darinilai-nilai etis

kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku
hakim. Atas kesalahan
atau pelanggaran yang
dilakukan, maka layak
diberikan sanksiuntuk
menjerakan,” tegas Juru
BicaraKYini.

Sidang MKH merupakan
forum pembelaan diri bagi
hakim yang berdasarkan
hasil pemeriksaan
dinyatakan terbukti
melanggar KEPPH dan
direkomendasikan untuk
dijatuhisanksiberat
berupa pemberhentian.

Majelis Kehormatan
Hakim (MKH) adalah
perangkat yangdibentuk
olehMA danKY yang
bertugas memeriksadan
memutus adanyadugaan
pelanggaran KEPPH.

Landasan hukum

www.komisiyudisial.go.id

penyelenggaraan MKH
berdasarkan ketentuan
Pasal 22F ayat (1)
Undang-Undang (UU)
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas
UUNomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial
jo. Pasal 1A ayat (6) UU
Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua
atas UUNomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan
Umum dijelaskan

bahwa, hakim yang akan
diusulkan pemberhentian
tetap diusulkandan
diberikan hak untuk
membela diridihadapan
Maijelis Kehormatan
Hakim.

Adapun mengenai
komposisi keanggotaan
MKH, yaitu terdiridari 4
(empat) oranganggota KY
dan 3 (tiga) orang hakim
agung.

Pengawasandan
Akuntabilitas

Pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) yang
terus terjadiharus
dipangkas dengan
sistem pembinaandan
pengawasan yang efektif.
Halinimengingat hakim
adalah profesiyang mulia
sehingga harus terus
dijaga marwahnyadengan
memegang tequh KEPPH
sebagaipedoman.

Perlu dipahami, persoalan
suap dilingkungan
peradilan bukan sekadar
persoalanklasik yang
penyelesaiannyahanya
dengan caramenjatuhkan
putusan etik maupun
pidana.

“Aparat peradilan memiliki
sisikemanusiaanyang

MARET 2018
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Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan Layanan
Informasi.

jugamembutuhkan
pembinaan simultan dan
siramanrohaniuntuk
menghidupkan nurani
yang kadangkala jauh
darinilai-nilaietis,” jelas
mantan Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera
Utara (UMSU) ini.

Lebih lanjut, hakim

tidak hanyadidorong
untuk meningkatkan
keilmuan, tapijuga
menyeimbangkan
kekuatan nilaidan

etika profesihukum
(transfer of value).
Independensi peradilan
harus diikat dengan
pertanggungan-jawab
(akuntabilitas),
yaknidapat
mempertanggungjawabkan
pekerjaan profesionalnya
kepada kebenaranilmu
pengetahuan, institusi,

EDISI
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publik, hatinuranidan
kepada Tuhan YME.

“Pengawasanjuga tentu
lebih efektif apabila MA
bersinergidenganKY
dalam upaya menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku
hakim. Pemberian

sanksihendaknyatanpa
diskriminasidan sesuai
dengan pelanggaran yang
dilakukan. Pembinaandan
pengawasan yang efektif
ini sebagai pintu masuk
mewujudkan akuntabilitas
publik tanpa mengganggu
independensihakim,”
tegas Farid.

Sidang Majelis Kehormatan
Hakim (MKH) diselenggarakan
oleh KY dengan MA

Menjagadan
Menegakkan Marwah
Hakim

Ketua Bidang
Pengawasan Hakimdan
InvestigasiKY Jaja Ahmad
Jayus menjelaskan, KY
diberikan amanat untuk
menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku
hakim.Halini mengingat
profesihakim merupakan
profesiluhur (officium
nobile) sehingga harus
terjaga perilaku dengan
berpedoman pada
KEPPH.

KEPPH tersebutjuga
merupakan salah satu
norma etika yang
dipositifkan sehingga
memiliki sanksi yang
tegas yang berlaku bagi
para hakim. Isidari KEPPH
pada dasarnya memuat
tentang 10 prinsip, yaitu
(1) Berperilaku Adil, (2)
Berperilaku Jujur, (3)
Berperilaku Arif dan
Bijaksana, (4) Bersikap
Mandiri, (5) Berintegritas
Tinggi, (6) Bertanggung
jawab, (7) Menjunjung
TinggiHarga Diri, (8)
Berdisiplin Tinggi, (9)
Berperilaku Rendah

Jaja Ahmad Jayus
Ketua Bidang Pengawasan
Perilaku Hakim dan Investigasi,

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN
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Hati, dan (10) Bersikap
Profesional.

“Jika ada pelanggaran,
masyarakat bisa melapor
ke KY. Selainitu,KY juga
bisa menemukan sendiri
jika ada pelanggaran,
diproses kemudian
direkomendasikan untuk
dijatuhisanksi,” lanjut
Jaja.

Sepanjang tahun 2017,
KY menerima sebanyak
1.473 laporan masyarakat
dan1.546 surat tembusan
sepanjang 2017.Namun,
KY menyatakan bahwa
laporan yang memenuhi
persyaratan ada 411
laporan masyarakat.
Laporan tersebut
dinyatakan telah
memenuhi syarat
administrasidan
substansi. Dari411laporan
yang telah diregistrasi,
277 berkas telah
dianotasidan dilakukan
pemeriksaan kepada
pelapor, saksidan/atau
ahli.

www.komisiyudisial.go.id

KemudianKY melakukan
sidang panel untuk
memutuskan apakah
laporan masyarakat
tersebut dapat
ditindaklanjuti

tidak dapat ditindaklanjuti

(TDL) denganrincian
sebanyak 74 Laporan
dapat ditindaklanjutidan
148 laporan tidak dapat
ditindaklanjuti.

Berdasarkan sidang pleno,

ada 36 berkasdari 201
laporan yang dinyatakan
terbuktimelanggar
KEPPH. KemudianKY
merekomendasikan
penjatuhan sanksikepada
58 hakim terlapor dengan
rincian: 39 hakim terlapor
direkomendasikan

untuk dijatuhi sanksi
ringan (67,24%),

14 hakim terlapor
direkomendasikan

untuk dijatuhi sanksi
sedang (24,14%),

dan 5 hakim terlapor
direkomendasikan untuk
dijatuhi sanksiberat
(8,62%).

KATAYUSTISIA

Sepanjang tahun
2017, KY menerima
sebanyak1.473laporan
masyarakatdan 1.546 surat
tembusan sepanjang 2017.
namun, laporanyang
memenuhi persyaratan
ada411

Selain menegakkan

etika hakim, lanjut

Jaja, KY juga memiliki
wewenang untuk menjaga
kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku
hakim. Menjaga itu adalah
berupa pembinaan untuk
peningkatan kapasitas
hakim, advokasi, judicial
education, deteksidinidan
sebagainya.

Suasana persidangan Majelis
Kehormatan Hakim KY dan MA

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN
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“Halitu merupakan
program pencegahan agar
hakim tidak melakukan
pelanggaranKode Etik dan
Perilaku Hakim. Jika sudah
kita cegah, tapihakim
melangar ya kita tindak
danberikan sanksi,” papar
priakelahiran Kuningan, 6
April1965ini.

KY terus berusahaagar
kegiatan pencegahan
ini dapat efektif untuk
membentengi perilaku
hakim.

“Diharapkan hasilnya

5-10 tahun mendatang,
tidak bisa diukur sekarang
karena masih berproses.
Pencegahan adalah
dimensijangka panjang
danbukan jangka pendek,”
pungkas Jaja. [
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ejumlah hakimdan
aparat pengadilan
lainnya tertangkap

operasitangkap tangan
(OTT) oleh Komisi
Pemberantasan

Korupsi (KPK). Halini
semakin memunculkan
ketidakpercayaan publik
terhadap lembaga
peradilan. Isusuap dan
gratifikasi semakin menjadi
persoalanserius yang perlu
segeradiselesaikan. Dari
pantauan Komisi Yudisial
(KY), tercatat sejak Maret
2016 hingga Desember
2017 ada 28 orangdi
lingkungan Mahkamah
Agung (MA) dan peradilan
dibawahnyaterjerat OTT
KPK.Darijumlahitu,
sebanyak 17 orangadalah
hakim.Bahkan, dari48
majelis kehormatan hakim
(MKH) yangdigelar KY dan
MA, ada 22 kasuskarena
isusuap dan gratifikasi.
Terakhir, KPK melakukan
OTT terhadap hakim dan
panitera penggantidi
Pengadilan Negeri (PN)
Tangerang, Senin (12/3).
Fenomena OTT oleh KPK
itutentu saja menarik
perhatian publik. Bahkan,
publik mengecamkeras
pelanggarankode etik
tersebut.

Bagaimana mungkin
masyarakat bisa percaya
padalembaga peradilan,
jika ada aparat pengadilan
yang mencederainya? MA
mengklaim telah melaku.
kan sistem pengawasan
dan pembinaan terhadap
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Urgensi Sinergi

Pengawasan Hakim

Oleh: Nurasti Parlina

para hakim dibawahnya.
Namun, fenomenaini
membuat MA kembali
kecolongan.Dunia
peradilan pun kembali
tertampar keras. Integritas
dariaparat pengadilan
memang masih jadi
polemik nyata yang mesti
dihadapidan diselesaikan

Regulasi MA Tidak
Cukup

Maraknya OTT terhadap
hakim dan aparat
pengadilan bisajadi
menunjukkan bahwa

tidak berjalannya sistem
pengawasandiMA. Sistem
pengawasan yang berlaku
dilingkungan MA adalah
pengawasan yang bersifat
internal. Objek pengawasan
yangdilakukan MA diatur
dalamPasal 32 ayat (1)
Undang-Undang (UU)
Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua
atas UUNomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah
Agung (selanjutnyadisebut
UUMA, red). Haltadijuga
diatur dalam Pasal 39 ayat
(1) UUNomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (selanjutnya
disebut UU Kekuasaan
Kehakiman, red). Secara

singkat, MA berwenang
melakukan pengawasan
atas penyelenggaran
peradilan dibawahnyaserta
mengawasi tingkah laku
danperbuatan hakimdalam
menjalankan tugasnya.

Pasal-pasalinisenantiasa
menjelaskan objek dan
ruang lingkup pengawasan
MA sangatlah luas,
mengingat staf pengadilan
dan hakimyangjumlahnya
ribuan. Berdasarkan
Laporan Tahunan MA
Tahun 2016,SDMMA
danbadan peradilandi
bawahnya berjumlah
31406 orang.Badan
Pengawas MAjugaharus
mengawasikurang

lebih 900 satuankerja
dilndonesia. Gambaran
singkat mengenai

jumlah staf dan hakim,
sertabanyaknyajumlah
pengadilandibawah MA
menunjukkan bahwa beban
kerjaMA sudah terlalu berat
untuk menjalankan tugas
pengawasaninternal.

Terkaitfenomena OTT
oleh KPK yang semakin
memprihatinkandan
menurunkan kepercayaan
publik, MA merespon
denganmenerbitkantiga

Peraturan MA (perma)
untuk memperkuat
pengawasaninternal.
Permaitujugaberfungsi
untuk peningkatan kinerja
dilingkungan MA. Adapun
tiga perma yang dimaksud
adalah PermaNomor

7 Tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja
Hakim padaMA danBadan
Peradilandibawahnya;
PermaNomor 8 Tahun
2016 tentang Pengawasan
danPembinaan Atasan
LangsungdiLingkungan
MA dan Badan Peradilan
dibawahnya;danPerma
Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di
MA dan Badan Peradilandi
bawahnya.

Khusus terkait Perma
Nomor 8 Tahun 2016 yang
merupakan perubahan
SuratKeputusanKetua
MANomor 096/KMA/
SK/X/2006 tentang
Tanggung Jawab
KetuaPengadilan
Tingkat Bandingdan
KetuaPengadilan
Tingkat Pertama dalam
Melaksanakan Tugas
Pengawasan. Terbitnya
PermaNomor 8 Tahun
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20161nidiklaim sebagai
salah satulangkah
penguatan pengawasan
terhadap aparat pengadilan
karenatuntutan publik agar
MA melakukan evaluasi
atas sistem pengawasan
yangdijalankan. Publik
menilai bahwa sistem
pengawasanmelekat yang
dilakukan MA terhadap
aparat pengadilan masih
memiliki kekurangan,
sehingga MA seringkali
kecolongandengan
perbuatan koruptif aparat
pengadilan sampaiterjaring
OTT. Publikjugamenilai
bahwa OTTinihanya
puncak gununges, karena
diyakinimasih banyak
aparat pengadilanyang
dekatdengantindakan
korupsidilndonesiaini.

PermaNomor 8 Tahun
2016 adalah bentuk regulasi
yang menyatakan bahwa
tanggungjawabatasan
tidak terlepas apabila
adaanak buahnyayang
melakukan pelanggaran
kode etik dan pedoman
perilaku. Sebagai bukti
halinimemperketat
pengawasan, atasan
akanlangsungdicopot
darijabatannyajikaia
terbuktimelakukan
pembiaranataukurang
melakukan pengawasan
terhadap bawahannya.
Namun, langkah MA kali
ini pun tidak menunjukkan
perubahan yang signifikan.
OTTKPKterhadap

hakim danjajaran aparat
pengadilan tetap bergulir
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ditahun 2017 bahkan
hingga Maret 2018.Halini
menjadiindikasibahwa
regulasi saja tidak cukup,
harus adaupayayang
luar biasadan nyata untuk
menciptakanreformasi
peradilan, khususnya
dalamhal pengawasan
integritas hakim dan aparat
pengadilanlainnya. Dengan
skemapengawasandan
pembinaanolehatasan
langsung pun tidak cukup
berpengaruh sebagai
penguatan pengawasan,
halinimenujukkan
bahwamemang MA
sudah kewalahan dalam
melakukan pengawasan
melekat. Terlebih bila
dikaitkandenganjumlah
aparat pengadilan, jumlah
dan wilayah pengawasan
sertaregulasiyangsudah
diterbitkan.

MA PerluBersinergi

Pasal 24Bayat (1)
mengamanatkan KY untuk
pengangkatan hakimagung
dan mempunyaiwewenang
laindalamrangka

menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku
hakim.Dalam halini,KY
adalahlembaga pengawas
eksternal terkait perilaku
hakim, sementara MA
adalah pengawasinternal.
Terkait pengawasan
perilakuhakim, KY akan
memberikan rekomendasi
sanksiterhadap hakim
yang melanggar Kode Etik
dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) kepada
MA.Namun, sayang
disayangkan karenabanyak
rekomendasi sanksiyang
diajukanoleh KY banyak
yang tidak ditindaklanjuti
olehMA.

Ditengah polemik
lemahnya pengawasan
yangdilakukanMA,

MA sepertimelakukan
pembiaranterhadap
pengawasan eksternal
yang sudah sedemikian
rupadilakukanKY hingga
mengajukan rekomendasi
sanksi.Halinimenjadi
kontra produktif dengan
pernyataan MA yang
untuk memperketat
pengawasan. Bagaimana
bisa MA nyatanya tidak
merespon rekomendasi
sanksiyangdiajukanoleh
KY? Sepanjang tahun 2017,
KY telahmengirimkan
rekomendasi penjatuhan
sanksiterhadap 58 orang
hakim yang dinyatakan
terbuktimelanggar KEPPH.
Namun hingga kini tidak
semuarekomendasi
ditindaklanjutidengan
berbagaialasan.

Rasanyapengawasan
terhadap aparat pengadilan
yangdilakukan MA
sudah tidak lagi efektif
karena bebankerjayang
dipikul MA sudah sangat
overload. Jauh lebih

baik jikarekomendasi
sanksiyangdiusulkanKY,
kemudian ditindaklanjuti
olehMA. Pasalnya, hal
iniakan membantu
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KAJIAN

danberpengaruh

dalam memperketat
pengawasan terhadap
hakim.Harapannya
denganditindaklanjutinya
rekomendasiKY
terhadap hakimyang
melanggar KEPPHakan
memberikan efekjera
hakim yang hendak
bermain dengan kode
etik ketika menjalankan
tugas kesehariannya.

MA sudah tidak bisalagi
berjalan sendiriandalam
hal pengawasan aparat
pengadilan. MA sudah
sepatutnyabersinergi
denganKY dalam hal
pengawasan perilaku
hakim, mengingat adanya
tujuan untuk terwujudnya
reformasidunia peradilan
yangsaatinitengah
menjadi tuntutan publik,
khususnya para pencari
keadilan. Reformasi
dunia peradilanniscaya
tidak akanterwujudjika
MA hanya menjalankan
sistem yang sekarangdan
bergantung padaregulasi
yangdiharapkan akan
memperketat pengawasan.

Ditengah semangat untuk
melakukanreformasi
peradilan hingga
terwujudnya peradilan
bersih akan sangat
progresifjikaMA danKY
duduk bersama untuk
menyusun kerjasama
dalam hal pengawasan.
Alhasil, pengawasan
khususnya terhadap
hakim akan lebih konkret
dilaksanakan.[d
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rotocol yang
mengatur tentang
human Trafficking

adalah Protocol Palermo
toPrevent Suppress

and Punish Trafficking

In Persons. Espencially
Woman and Children yang
merupakan suplemen dari
U.N Convention Against
Trans National Organized
Crime. Baik Protocol
maupun U.N Convention
PBB tersebut, terbit tahun
2000 dan telah diratifikasi
oleh Indonesia dengan
UUNo 14 Tahun 2009.
Adatiga tujuan pokok dari
protocoliniyang diatur
dalam article 2 protocol
tersebut.

Article 2

The purposes of this
protocol are.

a. Topreventandcombat
trafficking in persons
paying particular
attentionto womanand
children.

b. To protect and assist
the victems of such
trafficking, with full
respect for their human
rightsand

c.  Topromote cooperation
among states parties
in order to meet those
objectives

Dariketentuanart2:
protocoliniterlihat bahwa
yang didahulukan adalah
to prevent yaitu untuk
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mencegah, baru disusul
dengan to combat atau
untuk memberantas
perdagangan orang
terutama perempuan dan
anak-anak.

Tentang pengutamaan
pada protocol tersebut,
terutama perempuan
dan anak-anak mirip
dengan ketentuan yang
terdapat dalampasal 297
KUHP, yang menyatakan
“Perdagangan perempuan
dan anak laki-lakiyang
belum cukup umur
diancam dengan penjara
paling lama 6 tahun”.

Tentang pemberantasan
tindak pidana
perdaganganorang
iniolehIndonesia

telah diterbitkan
Undang-UndangNo
21tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan
Orang, yang kontennya
mirip dengan yang
diatur Protocol tersebut.
Jadimungkinide

untuk menerbitkan
undang-undangini timbul

karenaadanya Protocol

tersebut yangbaru

diratifikasiolehIndonesia
pada tahun 2009. Adapun
padaundang-undang
yang mengatur tentang
perdagangan orangini
dapatdilihat:

Prosesnya:
Perekrutanatau
Pengangkatan atau
Penampungan atau
Pemindahan atau
Penerimaan

Caranya:

Ancamanatau

Penggunaan
kekerasan

Penculikan
Pemalsuan

Penyalahgunaan
kekerasan
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Jeratanhutang
Tujuan:

Eksplotasi termasuk
pelacuran

Kerja paksaatau
kekerasan seksual
atau

Transplantasiorgan

Dengan memahami
proses cara, dan tujuan
daritrafficking inimaka
masyarakat dapat turut
sertamembantu dalam
pencegahan maupun
pemberantasan trafficking
sepertitelah diuraikan
diatas. KUHP dalam
pasal 297 telah mengatur
tentang perdagangan
perempuan dan anak
laki-laki dibawah umur
denganancaman penjara
palinglama 6 tahun.
Mungkin pasal tersebut
dibuat sesuaidengan
keadaan pada waktu
KUHP itu dibuat. Perlu
pula dicatat bahwaistilah
Minderjarig adalah mereka
yang berusia dibawah 21
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tahun. Sekarang dengan
adanya Conventionon
The Right of a Child (CRC)
maka yang dimaksud
dengananakadalah
mereka yang berusia

18 tahun kebawah.
Tidak disayaratkan
sudah kawin atau belum
seperti yang banyak
diatur dalam peraturan
perundang-undangan
Indonesia.

Sesuaiketentuandari
Ordonte 31Januari 1931
yang sengaja dibuat
karena simpangsiurnya
istilah minderjaring dalam
berbagaiundang-undang.
Disiniditentukan bahwa
apabila sudah menikah
sebelumusia 21tahun
bukan lagi minderjaring.

Ketentuan CRCiniyang
digunakanoleh UU
Pemberantasan Tindak
pidana Perdagangan
Orang (UUPTT PO) yaitu
anak adalah seseorang
yang belum berusia 18
Tahun termasuk anak
yang masih dalam
kandungan.

SelainitujugaPasal 324
KUHP yang mengatur
danmengancam

pidana penjara 12 tahun
atastindak pidana
perdagangan budak
(Slavenhandel) kedua
pasal KUHP ini, oleh
undang -undang TPPPO
telah dinyatakan dicabut
dandinyatakan tidak
berlaku.
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Mengapa?Karena kedua
tindak pidana telah
dimasukan sebagai tindak
pidana perdagangan
orang. Sesungguhnya
ketentuan pernyataan
tidak berlakunya
pasal-pasaltersebutoleh
undang-undang PTP

PO tersebut berlebihan
karena walaupun tidak
dinyatakan tidak berlaku,
dengan sendirinya

tidak akan diperlakukan
karenaadanyaadagium
dalam hukum pidana,

lex specialis derogat legi
generali.

Aturan hukumkhusus
meniadakan aturan
hukum umum seperti
yangdiatur dalam
pasal 63 ayat (2) KUHP
ataupun asaslex posterior
derogate legiprioriartinya
perundang-undangan
yang di buat kemudian
meniadakan ketentuan
undang-undang

terlebih dahulu yang
sama dengan ketentuan
perundang-undangan
yang terbit kemudian

Namun berdasarkan
pengalaman empirik
bahwa sering aparatur
penegak hukum masih
tetap memperlakukan
ketentuan
perundang-undangan
yang lama, walaupun
sudah ada ketentuan
yang sama pada
perundang-undangan
yang barukarena tidak
adaketentuan peralihan

yang menyatakan pasal
tersebut tidak berlaku.
Dalam Penjelasan Umum
undang-undang PT PPO
dengan jelas menjelaskan
bahwa perdagangan orang
adalahbentuk modern
dariperbudakan.Sehingga
ketentuan KUHP tentang
perdagangan budak
dengan sendirinya tidak
berlaku.

Ternyata tindak pidana
perdaganganorangdi
Indonesia terjadi baik
antar wilayah dalam
negerimaupun keluar
negeridanjugadari

luar negerikelndonesia
sebagainegaratujuanatau
hanya menjadi tempat
transit.Traffickingini
bukan hanya perempuan
dan anak-anak tetapijuga
laki-lakidijadikan seperti
budak diperkebunan.
Sebelumditerbitkannya
undang-undang PT

PPO upaya-upaya

telah dilakukan untuk
mencegah terjadinya
traffickingini.

KEPPRES 88 tahun
2002 tentangRencana
AksiNasional (R.A.N)
Penghapusan
Perdagangan Perempuan
telah mengatur tentang
masalah ininamun tentu
dasar penindakannya
adalah pasal 297

KUHP atau pasal 324
KUHP tersebut diatas.
Sesungguhnya sesuai
ketentuan pasal V UU
1946 No. 1pasal 324 ini

dipandang tidak perlulagi.

Padatahun 2007
diterbitkanlah
Undang-Undang nomor
21tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan
Orang (UUPTT PPO)
Tulisan kamikaliini
penekanannyaadalah
padaupaya-upaya
prevensi TPPO, yang
menurut hemat kami
harus lebih diutamakan,
karnaternyata upaya
pemberantasan selama
inidilakukan tidak
menunjukan secara
siknifikan berkurangnya
TPPOdilndonesia
selainitu banyak tulisan
maupun hasil studi
khusus tentang yang
menyangkut upaya-upaya
pemberantasan
perdagangan orang.

UpayaPrevensi

Mengapa sampai terus
terjadi dan malah terus
meningkat jumlah TPPO
yang terjadi walaupun
upayarepresif sudah
sering dilakukanoleh
aparat penegak hukum.
Agaknyayangselalu
diutamakan selamaini
adalah upaya-upaya
represif.

Pengaturannyadalam
UUPTPPO

Undang-Undang PTPO

mengatur tentang
pencegahan dan
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penanganan yang dimulai
dengan pasal 56 yang
menyatakan pencegahan
TPTPO bertujuan
mencegah sedinimungkin
terjadinya TPPO. Untuk
dapat melakukan upaya
pencegahan sedini
mungkin maka perlu
dipelajariapa factor-faktor
utama penyebab
terjadinya PTPO.

Faktor 1.Angka
Kemiskinanyang
Tinggi

Angka kemiskinan

yang tinggi, yang
mengakibatkan
pengangguran, karena
terbatasnyalapangan
pekerjaan bagi
masyarakat terutama
yang berpendidikan
rendah.Badan Pusat
Statistik (BPS) beberapa
tahunyanglalu

melansir bahwa yang
paling banyak ditrafik
adalah merekayang
berpendidikan rendah
yaitu SD dan perempuan.
Upaya pencegahan

telah dilakukan melalui
sejumlah undang-undang
antara lain:

a. Undang-undang
Nomor 39 Tahun
2004.

Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan
dan Perlindungan
TenagaKerjaIndonesia
diluar Negeri.Dalam
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rangka melakukan

upaya pencegahandan
penanganan TPPO maka
Undang-undanginiperlu
dipelajarisecara seksama.

MelaluiUndang-undang
inikita dapat memahami
tentang modus operandji
TPPOdilndonesia yaitu
dengan pengiriman
tenagakerja terutama
perempuan keluar negeri.
Ternyata banyak yang
merupakan kedok dalam
melakukan TPPO yang
dicaridandikirimkeluar
negeripadaumumnya
pekerjainformal yaitu
pembanturumah tangga

(PRT) yang denganistilah
yang lebih keren yaitu
asistenrumah tangga,
Sebagian besar dari
mereka yang dikirim
berpendidikan sangat
minim.Bagimerekaini
dilndonesialapangan
perkerjaannya sangat
terbatas apalagi dengan
upah yang sangat kecil.
Jadipenyebab yang
mempermudah terjadinya
TPPO adalah kemiskinan.

Pasal 3 Undang-undang
tersebut menyatakan
tujuannya adalah:

Memberdayakan dan
mendayagunakan
tenagakerja
secaraoptimaldan
manusiawi

Menjamindan
melindungicalon

TenagaKerja
Indonesia (TKI)

sejak didalam negeri
sampai dinegara
tujuan dan hingga
kembalilagi ke tempat
asaldilndonesia.

Meningkatkan
kesejahteraan Tenaga
KerjaIndonesia (TKI)
dankeluarganya.

Agar perlindungan

atas TenagaKerja
Indonesia(TKI) dapat
terlaksana dengan baik
maka orang perorangan
dilarang untuk
menempatkan WNI untuk
dikirim keluar negeri
sebagai TKI. Pengiriman
TKlkeluar negerimemang
mempunyailatar belakang
sejarah sejak zaman
kolonial Belanda.Seperti
diketahuiwilayah jajahan
selain Belanda Dost Indie
atau Nederland Indie

juga ada west Indie atau
surimane.

Sejumlah besar kuli
kontrak asal jawa dan
daerah lain dikirim kesana
untuk dipekerjakan
diperkebunan milik
Belandadisana,
menggantikan
budak-budak yang
berasal dari Afrika,

sejak dihapuskannya
perbudakan. Halini

masih terlihat pada
penduduk Suriname
Sekarangyang terjadidari
orang-orang yang berkulit
hitam/mantan buruh

MARET 2018

“IMelalui
Undang-undang
ini kita dapat
memahami
tentang modus
operandi 7PPO
di/ndonesia
yaitu dengan
pengiriman
lenaga kerja
lerutama
perempuan keluar
negeri.”

orang-orangjawayang
sampai sekarang banyak
yang berbicara Bahasa
Jawadan orang-orang
yang berkulit putih
mantan Penjajah dulu.

Jadipengiriman TKl keluar
negerisudah berlangsung
sejak abad ke 19 oleh
pemerintah Kolonial
Belanda sampaidengan
masa kemerdekaan,
Pengiriman TKlkeluar
negeri masih terus
dilakukan karenabelum
terpikir perlunya capur
tangan pemerintah. Hal
ini baru terjadipadamasa
OrdeBaru.

Berbagai kebijakan
yang ditempuh oleh
pemerintah dalamrangka

EDISI

aanuarR | Komist YUDISIAL




perlindungan TKlyang
dikirim keluar negeri,
maka dibentuklah Badan
Koordinasi Penempatan
TKlyangsifatnya

Lintas sectoral, Untuk
program penemparan
dan perlindungan TKI.
Upaya-upaya pemerintah
tersebut dengan
sendirinyajugaberarti
pencegahan terjadinya
TPPO.

Kesimpulannya bahwa
salah satu penyebab
terjadinya TPPO adalah
kemiskinan, Pendidikan,
Penganggurankarna
kurangnyalapangan
pekerjaan adalah salah
satu faktor penyabab
rawannya terjadi TPPO.

Faktor ke-2
Kurangnyakesadaran

masyarakat akan
bahaya TPPO

Kurangnya kesadaran
masyarakat akan bahaya
TPPO.Kondisisosial

yang terkait dengan
diskriminasigender
masih sering ditemukan
sebagaipermasalahan
dalam masyarakat kita,
Terutama pada akar
rumput bahwa perempuan
itu kedudukannya

tidak setaradengan
priaselainituterutama
masyarakat perkotaan.
Yangindividualistis
sehingga tidak saling
memperdulikan, Sehingga
mempermudah terjadinya
trafficking.
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Faktor Ke-3

Meningkatnya permintaan
tenaga kerjadari

luar negeridengan
pengupahan tinggi yang
sangat menggiurkan
terutamadari
negara-negaradari Timur
Tengah, adalah penyebab
daripengiriman TKI baik
secaralegal maupunjuga
secaraillegal.

Caralegaltentuharus
memenuhi syarat-syarat
tertentu yangdiatur dalam
perundang-undangan
sepertisyaratadanya
dokumenyangsah.
Perjanjian tertulis antara
pelaksana penempatan
TKlswasta yaitu suatu
badan hukum swasta yang
telah memperolehijin
tertulis dari pemerintah
untuk menyelenggarakan
penempatam TKlluar
negeri.Tentu banyak
TKlyang tidak dapat
memenuhisyarat tersebut,
padahaldorongan
kebutuhan hidup terus
mendesak. Kondisiinilah
yang dimanfaatkan oleh
para calodanterjadilah
pengiriman tenaga kerja
illegal

Dengan memahami
factor-faktor terjadinya
TPPO tersebut maka
upayapencegahan
dapat dilakukan pada
factor-faktor penyebab
tersebut.Upaya-upaya
pemerintah untuk
mengurangiangka

kemiskinan pada
akhir-akhir iniperlu terus
ditinggakatkan. Menurut
datayangrilis Badan Pusat
Statistik (BPS) angka
kemiskinan menurun
0,22% dariMaret 2016 —
Maret 2017 pengangguran
menurundariFebruari
2016 - Februari20170,12%

Dengan data statistik
tersebut yaitu
menurunnyaangka
kemiskinan dan angka
pengangguran merupakan
sinyal yang baik bagi
pencegahantrafficking.
Namun perlu diingat
bahwa banyak orangyang
tergiur untuk menjadi
TKlkeluar negeriadalah
upahyangtinggisehingga
dibutuhkanpula upaya
pencegahan yang lain yaitu
peningkatankesadaran
masyarakat akan bahaya
trafficking atau TPP.
Untuk maksud tersebut
UUNo21Tahun 2017
tentang PTPPO agar peran
sertamasyarakatakan
sebagai salah satu upaya
pencegahan terjadi TPPO.

Bagaimana Caranya?

Masyarakat perlu diberi
pengertiantentang
unsur-unsur TPPO yang
sepertitelah diuraikan
diatas,yaitu prosesnya,
caranya,dan tujuan.

Dengan memahami
unsur-unsur tadi,
masyarakat dapat turut
mengawasasi, apabila

adaterjadihal-halyang
mencurigakan sesuai
dengan apa yangdiuraikan
diatas, masyarakat
segeramelaporkan
kepada pihak-pihak yang
berwenangatau Aparat
Penegak Hukum (APH),
sehingga terhambat
terjadinya TPPO atau
aparat penegak hukum
dapat mengambil
langkah-langkah lanjutan,
Baik preventif ataupun
represif, apabila sudah
ada bukti permulaan

yang cukup, Pada tindak
pidana perdagangan
orangini A.P.H/Penyidik
diberi wewenang untuk
melakukan penyadapan
atau Wire Tapping, Namun
agar ada pengawasan atas
penyadapan oleh Aparat
Penegak Hukum tersebut
harus adaizin tertulisdari
Ketua Pengadilan Negeri
yang berwenangdan
jangka waktu penyadapan
tersebut palinglama'1
Tahun.

Izin tertulis dariKetua
Pengadilaniniperlu

agar A.P.Hyang
melakukan penyadapan
agar diawasisecara
horizontal sehingga tidak
terjadi penyalagunaan
wewenang. Haliniperlu
ditegaskankarenapada
hakekatnya penyadapan
atas seseorangadalah
melanggar privasi
seseorangkarena
merupakan harkat dan
martabat manusia, yang
dilindungioleh Kontistusi.

www.komisiyudisial.go.id



Undang-undang
mewajibkan pemerintah
untuk membuka akses
seluas luasnya bagi
masyarakat agar peran
sertamasyarakatini

lebih bergunadan

agar masyarakat tidak
ragu-ragu atau takut untuk
melaporkan kepada aparat
penegak hukum. Maka
masyarakat berhak untuk
memperoleh perlindungan
hukum salah satu cara
perlindungan hukumialah
agaridentitas saksi yaitu
anggota masyarakat yang
mengalami TPPO berhak
dirahasiakan termasuk
anggotakeluarga.

Dengan tujuan
pencegahandan
pemberantasan TPPO.
Undang-undangjuga
mengatur tentang
pembentukan gagasan
tugas, baik Pemerintah
maupun Pemerintah
Daerah, Yang merupakan
lembaga Koordinatif yang
terdiri oleh wakil-wakil
danpemerintah, Penegak
Hukum, Organisasi
masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat,
organisasifraksi,

peneliti atau akademisi
yangdibentuk dengan
Peraturan Presiden.
Tugas utama, tersebut
menurut pasal 58 UU
PTPPO terutama adalah
mengkoordinasikan
upaya pencegahandan
penanganan TPPO. Gugus
tugas Iniditingkat pusat
dipimpinoleh seorang

www.komisiyudisial.go.id

menteriatau pejabat
setingkat menteri.Yang
diatur dengan Peraturan
Presiden.Pemerintah
maupun pemda wajib
mengalokasikandana
sebagaianggaran yang
diperlukandariketentuan
ini terlihat bahwa upaya
pencegahan selalu
didahulukan.

KerjaSama
internasional

Undang-undang TPPO
menegaskan bahwa
untuk mengefektifkan
penyelenggaraan
pencegahandan
pemberantasan TPPO
pemerintah Republik
Indonesia wajib
melaksanakan kerja sama
internasional, baik yang
bersifat bilateral, regional,
maupun multilateral. Hal
inisejalandenganart, 9
Protocol PBB tersebut
diatas yangdisahkanoleh
pemerintah Rldengan UU
Nomor 14 Tahun 2009,
art.9 Protocal tersebut
Prevention of Trafficking
In Persons.

1. StatesParties
Shallestablish
Conprehensive Poli
Programes And Other
measures

a. ToPrevent
and Combat
Trafficking in
persons

b. dst

2. States Parties Shall
endeavor to under
take measures
Suchasresears
information and mass
media campaigus and
social and economic
Topreventand
Combat trafficking In
Persons.

Through Bilateral Or
Multilateral Cooperation,
to The factors that make,
Persons, especially

wo man and childrens,
vulnerable to trafficking
sach as pouerty, under
developtman lach of equal
opportunity

Karena protocal tersebut
telah diratifikasi maka
ketentuan ketentuan
protocal tersebut wajib
diambil alih melalui
legislasinasional dan hal
ini telah ditampung dalam
bab VIllUndang-undang
nomor 2 tahun 2007
tentang PTPPO yang
berjudul Kerjasama
Internasional dan Peran
sertamasyarakat.

Tindakan Pencegahan
oleh Pemerintah

Pemerintah, Pemerintah
daerah, masyarakat

dan keluarga wajib
mencegah terjadinya
tindakan pidana
perdagangan orang.
Kewjiban bagi pemerintah
dan pemerintah dan
pemerintah daerah
iniadalah ketentuan

JANUARI
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inperatif atau sesuatu
yang mandatory bukan
suatu opsisebagai

mana terlihat selamaini
pemerintah dan pemda
wajib membuat kebijakan,
program kegiatan dan
mengalokasikan anggaran
untuk melaksanakan
pencegahandan
penangganan masalah
perdagangan orang.

Untuk maksud tersebut
Pemerintah atau Pemda
membentuk satuan tugas
yang merupakan lembaga
koordinatif, dimana
terdiri dari wakil-wakil
pemerintah dan pemda,
oerganisasi masyarakat,
LSM, organisasipara
peneliti dan akdemisi.

Terlihat disini betapa
pentingnya upaya
pencegahan yangselama
inikurang mendapat
perhatiankarenayang
selalu menjadiberita
darimedia masadan
media social adalah
upayarepresif yang tidak
diadakan oleh apparat
penegak hukum.

Kiranyadaritulisan

ini semua pihak lebih
meningkatkan upaya
pencegahan/preventif
sehingga diharapakan
angka tracffiking dapat
diturunkan secara
signifikan.Karena ternyata
upaya represif yang
dilakukan selamaini tidak
menimbulkan efek jera. M

EDISI
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SELINTAS

KY Gandeng Enam Perguruan
Tinggi di Klinik Etik dan Hukum

EVALUAST

DPAN PEMBECALAN MENTOR

DAN HUKUM TAHUN 2018

L

Foto Bersama Ketua Komisi Yudisial
dengan Mentor Klinik Etik dan Hukum
2018

Komisi Yudisial (KY) melakukan upaya preventif terhadap perbuatan
merendahkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim melalui program
Klinik £tik dan Hukum. Dengan menggandeng enam perguruan tinggi sebagai
mitra aktif, KY berharap program ini dapat mendorong perbaikan peradilan di

Indonesia.

itahun 2018,KY
menggandeng
enam perguruan

tinggi, yaitu: Universitas
Andalas (Unand) Padang,
UniversitasIslam
Indonesia (Ull) Yogyakarta,
Universitas Sriwijaya
(Unsri) Palembang,
Universitas Sam Ratulangi

E Konmisi YupisiAL
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(Unsrat) Sulawesi Utara,
UniversitasIslam Negeri
Sunan Ampel (UINSA)
Surabaya, dan Universitas
Negeri Mulawarman
(Unmul) Kalimantan
Timur.

“Sepertiyang kita pahami,
antara dunia akademis

dan dunia praktik jauh
berbeda. Melalui program
klinik etik, maka para
akademisidikampus
mendapatkan wadah
untuk mengamatilebih
dekat dunia praktik
bahkan terlibat di
dalamnya,” ujar Aidul saat
membuka acara Evaluasi

dan Pembekalan Program
Klinik Etik dan Hukum
Tahun 2018, Senin (12/3)
diHotel Santika, Bogor,
Jawa Barat.

Bagiakademisi, program
inimerupakan unggulan
dan membanggakan
institusi. Dalam menjaring

www.komisiyudisial.go.id

UDISIAL/ADNAN

X
<
<
<
a



mahasiswa yang terlibat,
mereka mengutamakan
mahasiswa yang memiliki
integritas yang baik.

“Setiap tahun, mahasiswa
yang terlibat program
klinik etik terus bertambah
karenabanyak darimereka
yang lolos tes menjadi
calon hakim. Untukiitu,
kamiberharap program
ini dapat terus berjalan

ke depannya,” ungkap
Wakil Dekan [ITUINSA Sri
Warjiyati.

Hal senadajuga
diungkapkan oleh Dosen
UNSRIPalembang

Agus Ngadino. la
menekankan tiga hal
kepada mahasiswa yang
mengikuti kegiatan klinik
etikitu.

“Adatigahalyang

saya tekankan ketika
mahasiswa yaitu, ikhlas,
tekun dan kreatif. Ketiga
halini merupakan modal
awal mereka selama
mengikuti program klinik
etikini. Selainitu, mereka
juga diharapkan selalu
proaktif dalam mengikuti
program dan kreatif dalam
berpikir dan memecahkan
masalah,” pungkas Agus.

Lebih lanjut Agus
menyampaikan
beberapa kendala dalam
pelaksanaan program
klinik etik dan hukum ini.
Salah satunyaadalah
banyak aparat penegak
hukum yang tidak

www.komisiyudisial.go.id

memahami permasalahan
contempt of oourt.

“Untuk itu, dimodul baru
yang akankita buat pada
kegiatan ini, maka lebih
ditekankan materitentang
pencegahan contempt of
court,”tandas Agus.

Kepala Biro Rekrutmen,
Advokasidan Peningkatan
Kapasitas Hakim KY Arie
Sudihar mengatakan,
esensiklinik etik

berasal dariprogram
judicial education

yang merupakan

upaya preventif

terhadap perbuatan

yang dikategorikan
merendahkan kehormatan
serta harkat dan martabat
hakim di pengadilan.

Untukitu, Arie telah
mempersiapkan
kebutuhan para mentor
terkait materi-materiapa
yang kelak dibutuhkan
mereka selama

pelaksanaanditahun
berjalan.

“Mentor akan
mendapatkan banyak
pembekalandalam
kegiatanini, seperti
silabus dan panduan
pengajaran baru, evaluasi
daripelaksanaan
sebelumnya, simulasi
metode pembelajaran
dan teknis lain yang akan
dipaparkan selamatiga
harike depan,” ucap Arie.

Dalam kesempatan yang
sama, Kepala Sub Bagian
AdvokasiHakim Jonsi
Afriantara memaparkan
perubahan skema
pelaksanaan klinik etik dan
hukum ditahun 2018.

“Pelaksanaan klinik etik
dan hukumditahun 2017
dan tahun sebelumnya
hanya menyasar pada
hakim dan lingkup
pengadilan saja. Namun,
ditahun 2018 skemanya

[y Suasana saat Evaluasidan Pembekalan Mentor
KEH 2018

MARET 2018
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berubah terutama dalam
segikampanyenya.
Adayangdidalam
pengadilan,adajugadi
luar pengadilan. Untuk
yangdiluar pengadilan,
maka kampanye terkait
dengan contempt of
courtini menyasar pada
masyarakat,” jelas Jonsi

Untuk itu, Jonsimeminta
pada mitra klinik etik dan
hukum 2018 membuat
kajian terkait dengan
contempt of court.

“Kamipersilakan untuk
membuat konsepsiyang
lebih luas terkait materi
CoCyangdimuat pada
panduan pembelajaran
mahasiswa klinik etik dan
hukum. Selainitu, para
mitrajuga diharapkan
dapat membuat alat
kampanye yang lebih
menarik dan interaktif
sehingga mudah dipahami
oleh publik,” pungkas
Jonsi. (Adnan/Festy)
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SELINTAS

KY Luluskan 23 CHA
di Seleksi Kualitas

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim,
Maradaman Harahap

/|
B erdasarkan Komisi Yudisial (KY) secara resmi meluluskan 23 orang

E‘;"m yang dari 69 orang calon hakim agung (CHA) yang mengikuti
sebanyak 6 orang lolos seleksi kualitas Periode /I Tahun 2017-2018. Para calon

seleksidikamarAgama,  forgobut berasal dari 18 orang darijalur karier dan 5
7 orang lolos seleksi di

kamar Perdata, 7 orang orang darijalur nonkarier. CHA yang lolos tersebut terdiri

lolos seleksi di kamar dari 18 orang darijalur karier dan 5 orang darijalur
Pidana,dan 3 orang

lolos seleksidikamar nonkarier

Militer,” ujar Ketua Bidang

Rekrutmen Hakim KY Dihadapan pers, penilai tidak mengetahui “Carakamimenilai

Maradaman Harahap saat ~ Maradaman menjamin identitas pesertakarena dilakukan secara tertutup.

menggelar konferensi bahwa penilaian sebelumnyatelah Nama peserta ditutup,

pers,Rabu (28/2) di dilakukan secara disamarkan terlebih sehingga tim penilai

RuangPersKY, Jakarta. objektif. Bahkan, tim dahulu. tidak mengetahui siapa

EDISI . . .
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yangdinilai. Bahkan,
komisioner pun tidak tahu
siapayangdinilainya,”
terang Maradaman.

Dalam melakukan
penilaian seleksikualitas,
KY menilaikarya profesi
masing-masing peserta
yangidentitasnyatelah
disamarkan terlebih
dahulu.

Selainitujugadilakukan
penilaian terhadap
studikasus Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) dan hasil
karya tulis di tempat,
penyelesaian studikasus
hukum dan tes objektif.

Kemudian nilaidari
masing-masing tesitu
dikumulasikan. Untuk
menentukan kelulusan,
maka ditetapkan batas
nilai minimum kelulusan.
Pesertayangnilainya

www.komisiyudisial.go.id

memenuhi batas

nilai minimum, maka
dinyatakan lulus seleksi
kualitas.

Selanjutnya, bagi CHA
yang lolos seleksikualitas
berhak mengikuti Tahap
ll, yaitu seleksi kesehatan
dankepribadian.

Tes kesehatan akan
dilaksanakan pada
Senin-Selasa, 2-3

April 2018 diRSPAD
Gatot Subroto. Untuk
asesmen kompetensi

dan kepribadian akan
dilaksanakan pada
Rabu-Kamis, 4-5 April
2018.

“Materiyang diujikan
pada seleksi kepribadian
meliputi:asesmen
kompetensidan
kepribadian, rekam
jejak, dan masukan dari
masyarakat,” tambah
Maradaman.

o o

SELINTAS

=

i

ASESMEN KEPRIBADIAN DAN KOMPETENSI

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Terkait rekamjejak, KY
bekerjasamadengan
Pusat Pelaporandan
Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK),
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dan

Badan Pertanahan
Nasional (BPN) dalam hal
kepemilikan tanah yang
dimilikiolen CHA.Sekadar
informasi, seleksiiniuntuk

Peserta CHA 2017 saat mengikuti
rangkaian seleksidiKY

mengisi kekosongan
delapanjabatanhakim
agung diMA yang terdiri
dari: Torangdikamar
Agama, 3 orangdikamar
Perdata, 1orang dikamar
Pidana, 2 orang dikamar
Militer dan1orang kamar
Tata UsahaNegara (yang
memiliki keahlian hukum
perpajakan). (Adnan/
Festy) ™
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KY Serahkan Empat Calon Hakim

ad hoc Hubungan Industrial
ke DPR

| Jajaran Komisioner saat sesi pemberian
pengarahan pada rapat kerja.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyerahkan
empat nama calon hakim ad hoc Hubungan /ndustrial di MA kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo untuk
dimintakan persetujuan Selasa (6/2). Keempat calon tersebut
adalah Sugeng Santoso dan Erwin dari unsur Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) serta Junaedi dan Yoesoef Moesthafa dari
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

EDISI
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adir
mendampingi
Ketua KY adalah

Wakil Ketua KY Sukma
Violetta, Anggota KY
Maradaman Harahap,

Joko Sasmito, Sumartoyo,

dan Jaja Ahmad Jayus.
Sementara mendampingi
Ketua DPR adalah Wakil
Ketua DPR Fadli Zon

dan Ketua KomisilllDPR
Kahar Muzakir.

Namun, empat calon yang
diusulkan KY ke DPR
tersebut tidak memenuhi
jumlah yang diminta

MA, yaitu delapan calon
hakim ad hoc Hubungan
Industrial di MA.
Menurut Aidul, keempat
calon tersebutlah yang
layak secara kualitas

danintegritas untuk
diusulkan ke DPR. Untuk
kekurangan empat calon
lagi, lanjut Aidul, KY
akan menunggu kembali
permintaan dari MA.

“Memang tidak sesuai
dengan permintaan MA,
tapi KY sangat menjaga
standar hakim yang
akandiusulkan untuk
menjalani fitand proper
test di DPR. Untuk calon
hakim ad hoc Hubungan
Industrial yang diusulkan
memang harus sepasang,
yaitu mewakili Apindo
dan SP/SB. Nanti
sidangnya akan dipimpin
oleh hakimagung di MA,
sesuai ketentuan UU,”
jelas Aidul diRuang
Rapat Pimpinan DPR,

www.komisiyudisial.go.id

Gedung Nusantarallll,
Jakarta.

Bambang Soesatyo
sangat mengapresiasi
akankinerja KY dalam
melakukan seleksicalon
hakim ad hoc Hubungan
Industrial diMA.la
berharap KomisillIDPRRI
dapat menyetujui semua
usulan yang diberikan
KY.“Nama-namaini
saya terima secararesmi
dan akan saya serahkan
kepada kawan-kawan
diKomisilllIDPRRI.
Mudah-mudahan semua
namaininantinya bisa
disetujui,” ujar Bambang
Soesatyo.

Penentuan kelulusan
dilakukan dengancara

SELINTAS

memilih dari semua calon
hakim ad hoc Hubungan
Industrial di MA yang
sudah dinyatakan lulus
daritahap wawancara
sesuai formasilowongan
jabatan, dan menetapkan
kelulusan akhir dengan
mempertimbangkan
semua hasil penilaian
tahapan seleksi.

Paracalonyang
diajukan ke DPR

untuk mendapatkan
persetujuan tersebut
telah menjalani
serangkaian tahapan,
yaitu seleksiadministrasi,
kualitas, kesehatan
dan kepribadian, dan
wawancara terbuka.
(Noer/Adnan/Festy) [

KOMIS! YUDISIAL
REPFELIK INDOMESEA

™ Profile Assessment dan Pemeriksann KEeschatan ©
Calon Hakim Ad Hoe¢ Hubungan Industrial
DI Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2018
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KY Gelar SeleksiKualitas Calon Hakim
Adhoc Hubungan Industrial Mahkamah
Agung
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KESEHATAN

dr. Lusia Johan

Masyarakat
sempat
digegerkan
dengan
munculnya
KLB Difteri
dibeberapa
daerah.
Daerah yang
paling banyak
terkena
difteriadalah
Provinsi DKI
Jakarta, Jawa
Baratdan
Banten. Difteri
tidak hanya
menyerang
anak, tetapi
juga dewasa.

JANUARI
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DIFTERI

ifteriadalah
infeksi bakteri
yangumumnya

menyerang selaput
lendir pada hidung

dan tenggorokan,

serta terkadang dapat
memengaruhikulit.
Penyakitinisangat
menular dan termasuk
infeksi serius yang
berpotensimengancam
jiwa.

Penyebabdan
Penularan

Difteri disebabkan oleh
bakteri Corynebacterium
Diphtheriae. Ada sejumlah
carapenularanyang

perlu diwaspadai, seperti:
kontak langsungdengan
objek yang terkontaminasi
bakteri, terhirup percikan
ludah penderitadiudara
saat penderita bersin atau
batuk (inimerupakan cara
penularan difteriyang
palingumum, red), dan
sentuhan langsung pada
luka borok (ulkus) akibat
difteridikulit penderita.

Difteritidak hanya
menyerang anak, tetapi

D disstsshban nich Baktv Corynebacsrrsn Sphtheciss
PEreaims bakner v daged eriad dengas msdeh
ey e Sagi srung geng Hoek meed spathen wink d Sl

Tangporoiss Terass Sakic

ek uf Cotsh Barlng Mesdanghak | Ten

K
W MerDalar

O http:/rsizza.co

jugadewasa. Dilndonesia,
penyakit difteri masih
dapat ditemukan terutama
padaanak dibawahusia 5
tahundanorangtuadiatas
usia 60 tahun.

Padahal, anak-anak
seharusnya secararutin
mendapatkan vaksinasi
melawan difterisehingga
risiko terkena difterilebih
sedikit.

GejalaDifteri

Difteri umumnya memiliki
masa inkubasi atau
rentang waktu sejak
bakterimasuk ke tubuh
sampaigejalamuncul 2
hingga 5 hari.

gponsken dan Amandel Tarmutop slsh
Feaerbr i barsaing Abis- Al

Gejala-gejala daripenyakit
ini meliputi:

Terbentuknya
lapisan tebal
berwarnaabu-abu
yang menutupi
tenggorokan dan
amandel/tonsil
(geajalakhasyang
dapatdiihat).

Demamdan
menggigil.

Sakit tenggorokan
dansuaraserak/
keras seperti

menggonggong

Batuk kering.

www.komisiyudisial.go.id
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GEJALA DiF TER; .

Demam

+ 38°C

Sulit bernapas atau
napas yang cepat.

Pembengkakan
kelenjar limfe pada
leher.

Lemasdan lelah.
Pilek. Awalnya cair,
tapilama-kelamaan
menjadikental dan
terkadang bercampur
darah.

Kulit yang membiru

Mengeluarkan air liur
terus menerus

Perubahanpandangan
Bicara cadel
Tanda syok seperti

pucat dankulityang
dingin, berkeringat

www.komisiyudisial.go.id

Muncul o‘

preddomembran

1 - ey lrrdkaew™

Leher
Membengkak

e el i

Sczak nafas

alrela ba et e
Vi e i b et ke

dingin, dan denyut
jantung yang cepat.

Difterijuga terkadang
dapat menyerang kulit

danmenyebabkan
luka sepertiborok

(ulkus). Ulkus tersebut

akan sembuh dalam
beberapa bulan,
tapibiasanyaakan
meninggalkan bekas
pada kulit.

Beberapa orang tidak

menunjukkan gejala,
namun beberapa

orang memiliki gejala
ringan yang seringkali
sama dengan flu biasa.

Gejalanya memang
mirip seperti
penyakit flu. Akan
tetapi, yang menjadi
pembedadengan
penyakit fluadalah

tampaknya lapisan
keabu-abuandi
pangkal tenggorokan.
Juga akan mengalami
sesak nafas dan detak
jantung yang menjadi
semakin cepat.
Gejalainilah yang
dapat berujung pada
kematian.

Diagnosisdan
Pengobatan Difteri

Untuk menegakkan

. diagnosis difteri,awalnya
dokter akan menanyakan
- beberapa hal seputar

gejala yangdialamipasien.

Dokter juga akan
mengecek pembesaran
kelenjar getah bening,
sertamelihat adanya
lapisan abu-abuditonsil
atau tenggorokan.

Dokter juga dapat
mengambil sampel dari
lendir ditenggorokan,
hidung, atau ulkus di
kulituntuk diperiksa di
laboratorium.

Apabila seseorang
didugakuat tertular
difteri, dokter akan segera
memulai pengobatan,
bahkan sebelum ada hasil
laboratorium. Dokter akan
menganjurkannya untuk
menjalani perawatan
dalamruangisolasidi
rumah sakit.

Lalulangkah pengobatan
akandilakukandengan
duajenis obat, yaitu

KESEHATAN

antibiotik dan antitoksin.
Antibiotik (seperti
penisilin atau eritromisin)
akandiberikan untuk
membunuh bakteridan
menyembuhkan infeksi.

Dosis penggunaan
antibiotik tergantung
pada tingkat keparahan
gejaladanlama pasien
menderita difteri.

Sebagian besar penderita
dapat keluar dari
ruangisolasisetelah
mengonsumsiantibiotik
selamadua hari.

Tetapisangat penting
bagi mereka untuk tetap
menyelesaikan konsumsi
antibiotik sesuaianjuran
dokter, yaitu selama dua
minggu.

Penderita kemudian akan
menjalani pemeriksaan
laboratorium untuk
melihat ada tidaknya
bakteridifteridalam aliran
darah. Jika bakteri difteri
masih ditemukan dalam
tubuh pasien, dokter akan
melanjutkan penggunaan
antibiotik selama 10 hari.

Sementara antitoksin
berfungsiuntuk
menetralisasi toksin
atauracundifteriyang
menyebar dalam tubuh.

Sebelum memberikan
antitoksin, dokter akan
mengecek apakah pasien
memilikialergiterhadap
obat tersebut atau tidak.
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KESEHATAN

Apabila terjadireaksi
alergi, dokter akan
memberikan antitoksin
dengandosisrendah

dan perlahan-lahan
meningkatkannya sambil
melihat perkembangan
kondisipasien.

Bagi penderitayang
mengalamikesulitan
bernapas karena
hambatan membran
abu-abudalam
tenggorokan, dokter akan
menganjurkan proses
pengangkatan membran.
Sedangkan penderita
difteridengan gejala ulkus
pada kulit dianjurkan
untuk membersihkan
bisuldengan sabun dan air
secara seksama.

Selain penderita,
orang-orangyang
beradadidekatnya

juga disarankan untuk
memeriksakan dirike
dokter karena penyakitini
sangat mudah menular.

Misalnya, keluargayang
tinggal serumah atau

petugas medis yang
menangani pasien difteri.
Dokter akan menyarankan
mereka untuk menjalani
tesdan memberikan
antibiotik.

Terkadang vaksin difteri
juga kembalidiberikan
jika dibutuhkan. Hal
inidilakukan guna
meningkatkan proteksi
terhadap penyakit ini.

Komplikasi Difteri

Difterimematikan,
karena selaput putih yang
disebut pseudomembrane
dapat terus tumbuh

tebal hingga seseorang
kesulitan atau bahkan
tidak bisa bernapas.
Selainitu bakterijuga
memproduksi toksin yang
dapat merusakjantung,
ginjal, dan saraf memicu
komplikasi.

Komplikasiyang
berpotensimengancam
jiwa, beberapa di
antaranya meliputi:
masalah pernapasan,

Difteri mematikan, karena

selaput putih yang disebut

pseudomembrane dapat terus

tumbuh tebal hingga seseorang

kesulitan atau bahkan tidak bisa

bernapas.
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kerusakan jantung,
kerusakan saraf
(polineuropati), difteri
hipertoksik, dan
menyebabkan kematian.

Walaupun telah
mendapatkan pengobatan,
1dari10 penderita
difterimeninggal dunia.
Namun, jika tidak segera
diobati, jumlah kematian
meningkat menjadi1:2.

Pencegahan Difteri
melalui Vaksinasi

Langkah pencegahan
paling efektif untuk
penyakitiniadalah dengan
vaksin DPT yang meliputi
difteri, tetanus, dan
pertusis atau batuk rejan.

Vaksin DPT termasuk
dalam imunisasi wajib
bagianak-anak di
Indonesia. Pemberian
vaksininidilakukan 5 kali
pada saatanak berusia 2
bulan, 3bulan, 4 bulan,
satu setengah tahun, dan
lima tahun.

Selanjutnya dapat
diberikan booster dengan
vaksin sejenis (Tdap/

Td) pada usia 10 tahun
dan18tahun. Vaksin Td
dapat diulangi setiap 10
tahun untuk memberikan
perlindunganyang
optimal.

Apabilaimunisasi DPT
terlambat diberikan,
imunisasikejaranyang
diberikan tidak akan

mengulang dariawal.

Bagianak dibawah usia

7 tahun yangbelum
melakukanimunisasi DPT
atau melakukan imunisasi
yang tidak lengkap, masih
dapat diberikanimunisasi
kejaran dengan jadwal
sesuaianjuran dokter
anak.

Namun bagi mereka

yang sudah berusia 7
tahun danbelum lengkap
melakukan vaksin DPT,
terdapat vaksin sejenis
yang bernama Tdap untuk
diberikan. Perlindungan
tersebut umumnya dapat
melindungianak terhadap
difteri seumur hidup.

Kementerian Kesahatan
(Kemenkes) RI
menyediakan tiga

jenis vaksin yang akan
diberikan, yaitu Vaksin
DPT-HB-Hib untuk anak
umur 1-5 tahun, Vaksin
DT untuk anak umur 5-7
tahun, dan Vaksin Td
untuk anak umur 7 tahun
ke atas. Untuk dewasa,
pemerintah menyediakan
imunisasilanjutan yang
disebut booster.

Menurut KemenkesRI,
kasus difteriditahun 2017
memang lebih sering
menyerang anak-anak
yang berusia dibawah

12 tahun dibanding usia
dewasa. Namun demikian,
bukan berartihal tersebut
tidak mungkin terjadi pada
orangdewasa.
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Banyakinformasi

yang mengatakan,
orang dewasa wajib
mendapatkan vaksin
difterisebanyak tigakali,
sama sepertianak-anak.

Namun orangdewasa
yang harus diberikan
vaksin difteri sebanyak
tiga kaliadalah mereka
yang lahir pada 1976 ke
bawah atau yang berumur
42 tahun ke atas.

Karena Vaksin DPT yang
diberikan pada anak-anak
itu baru ada pada tahun
1976.Maka, bagiyang lahir
sebelum tahunitu, wajib
vaksin Td sebanyak tiga
kali.

Dalam menangkal bakteri
ganas tersebut, maka
dilakukan Qutbreak
Response lmmunization
(ORI).ORladalah

upaya pemberian
imunisasi tambahan
untuk meningkatkan
kekebalan komunitas agar
masyarakat terutama
anak-anak (yang tinggal)
didaerah ORI, terhindar
daripenyakit difteriyang
sangat menularitu

Untuk efek samping
vaksin difteri, secara
teori,hanyaberuparasa
nyeri, pembengkakan, dan
kemerahan pada daerah

suntikan (lokal) sekitar 3-5

hari. Selainitu, adareaksi
sitemik (reaksiseluruh
tubuh) berupa demam.

www.komisiyudisial.go.id

Olehkarenaitu, prinsip
vaksinasi, tidak cuma
difteri, tentu keadaan
seseorang harus fit.
Artinya, tidak boleh
demam, kondisi tubuh
harus baik baru boleh
vaksin. Karena ditakutkan
kalau dilakukan saat
demam, ternyata ada efek
samping setelah vaksinasi,
kita tidak tahu apakahitu
efek samping daridemam
atau vaksinasi.

Apabilaterjadidemam
(demamnyaantara 37-38
derajat Celsius), biasanya
diberiparacetamol. Jika
demamnya lebih tinggi
atau berkepanjangan,
harus ke dokter karena
ada (penyakit) yang lain.
Sebab, demam akibat
vaksinasibiasanya tidak
lama.

TRACHEOSTOMI

PX - DIFTERIA
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Menurut Kemenkes RI, kasus

difteriditahun 2017 memang

lebih sering menyerang

anak-anak yang berusia dibawah

12tahun dibanding usia dewasa.

Namun demikian, bukan berarti

haltersebuttidak mungkin

terjadipada orang dewasa.

Perilaku pencegahan
Difteri

Biasakan mencuci
tangan

Konsumsimakanan
bervitamindan
mineral agar kekebalan
tubuh meningkat

Konsumsimakanan
dengan kandungan
asam lemak.

Lakukanimunisasi
DPT dan beberapa
imunisasidasar untuk
mencegah berbagai
penyakit, termasuk
difteri.[¥
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RELUNG

Jempayan Retak

orang tukang tugasnya dengan majikan kita. Karena jalan di sisimu tapi tidak
Siir memiliki sempurna. Namun si cacatkuitu, saya telah ada bunga di sepanjang
dua tempayan tempayanretak merasa  membualmurugi.” kata  jalan di sisi tempayan
besar, masing-masing malu sekali akan tempayan itu. lain yang tidak retak
bergantung pada kedua  ketidaksempurnaannya itu. Jtu karena aku
ujung sebuah pikulan, dan merasa sedih Si tukang air merasa selalu menyadari
yang dibawa menyilang  sebab ia hanya dapat kasihan pada si akan cacatmu dan aku
pada bahunya. Satu memberikan setengah tempayan retak dan memanfaatkannya.
daritempayanituretak,  dariyang seharusnya berkata, “Jika kila
yang satunya tidak. dapat diberikannnya. kembali ke rumah Aku telah menanam
Jertekan oleh kegagalan ~ majikan besok, akuingin  benih-benih bunga
Jempayan yang tidak ini, tempayan retak kamu memperhatikan di sepanjang jalan di
retak selalu dapat itu berkata kepada bunga-bunga indah di sisimu, dan setiap hari
membawa air penuh si tukang air, ”Saya sepanjang jalan.” jika kita berjalan pulang
dari mata air ke rumah sungguh malu pada dari mata air, kamu
majikannya, sedang diri saya sendiri, dan Benar, ketika mereka mengairi benih-benih
tempayan retak itu saya ingin mohon maaf naik ke bukit, si itu.
hanya dapatmembawa  kepadamu.””Kenapa?” tempayan retak
air setengah penuh. tanya si tukang air, memperhatikan dan Selama dua tahun ini
“Kenapa kamu merasa baru menyadari bahwa aku telah dapat memetik
Selama dua tahun, malu?” ada bunga-bungaindah  bunga-bungaindahitu
halini terjadi setiap di sepanjang sisijalan, uniuk menghias meja
hari. Si tempayan “Saya hanya mampu, dan itu membuainya majikan kita. 7anpa
yang tidak retak selama dua tahun ini, sedikit terhibur. kamu sebagaimana
merasa bangga akan membawa selengah kamu adanya, majikan
prestasinya, karena porsi air karenaretakan  Kata tukang air kita tak akan dapat
dapat menunaikan pada sisi saya telah kepada tempayan menghias rumahnya
membuat air yang saya retak, “Apakah kamu seindah sekarang.
bawa bocor sepanjang memperhatikan adanya  Salam,8
jalan menuju rumah bunga-bunga di

sepanjang
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